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MOTTO 
 
 
 ِّسَمْلا َنِم ُنَاطْي َّشلا ُُوطَّبَخَت َي يِذَّلا ُموُق َي اَمَك َّلَِإ َنوُموُق َي َلَ َابِّرلا َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا  ۚ 
 َابِّرلا ُلْثِم ُعْي َبْلا اَمَّنِإ اوُلَاق ْمُهَّ َنِأب َكِل ََٰذ  ۚ  َابِّرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُوَّللا َّلَحَأَو  ۚ  ْنَمَف ُهَءاَج
 ِوَّللا ىَلِإ ُهُرْمَأَو َفَلَس اَم ُوَل َف َٰىَه َت ْنَاف ِوَِّبر ْنِم ٌةَظِعْوَم  ۚ  ُباَحْصَأ َكِئََٰلوَُأف َداَع ْنَمَو
 ِراَّنلا  ۚ  َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُى 
 
Artinya : “Orang-orang yang makan  (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran  (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata  (berpendapat). Sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti  (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu  (sebelum datang 
larangan) dan urusannya  (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali  
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka 
mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah dan Tajwid, (Bandung: PT.Sygma, 2014), 
hlm. 47.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  ‎ Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
 
 
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiv 
 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xv 
 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Dewi Nurdiana, NIM : 152.111.207, Analisis Jual-Beli Emas Secara 
Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-
MUI/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi). Seiring dengan 
berkembangnya lembaga keuangan bank dan non bank yang berprinsip 
syariah yang banyak bermunculan di Indonesia saat ini. Membuat DSN-
MUI mengeluarkan fatwa terkait kebolehan jual beli emas secara tidak ini, 
namun fatwa yang dikeluarkan tersebut menjadi kontroversi karena 
banyak bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, salah satunya 
Erwandi Tarmizi yang melemahkan fatwa tersebut.  
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dan 
istinbaṭh hukum dari fatwa DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi mengenai 
fatwa jual beli emas secara tidak tunai sehingga diketahui persamaan dan 
perbedaan dari masing-masing pendapat serta menganalisisnya sehingga 
diketahui pendapat mana yang lebih sesuai dengan syariat Islam dan bisa 
diterapkan di masyarakat. 
       DSN-MUI dalam menggeluarkan fatwanya menggunakan dalil 
istinbaṭh hukum maṣlaḥah mursalah, sedangkan Erwandi Tarmizi 
menggunakan sadd aż- żarīah. Penulis lebih cenderung sepakat dengan 
pemikiran Erwandi Tarmizi dan mayoritas ulama lainnya yang 
menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini tidak boleh 
dilakukan atau dilarang.Walaupun emas dan perak sudah dibentuk menjadi 
perhiasan dan emas atau perak tersebut sudah tidak dijadikan alat tukar di 
Indonesia. Sifat emas sebagai barang ribawi tidak bisa dihilangkan pada 
emas atau perak itu sendiri. 
 
Kata kunci : Jual Beli, Emas, Tidak Tunai, Fatwa, Pemikiran  
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ABSTRACT 
 
       Dewi Nurdiana, NIM: 152,111,207, Analysis of Non-Cash Gold 
Buying (Comparative Study of DSN-MUI Fatwa No. 77 / DSN-MUI / 
V/2010 and Erwandi Tarmizi's Thought). Along with the development 
of bank and non-bank financial institutions with sharia principles that 
have emerged in Indonesia today. Making the DSN-MUI issue a fatwa 
regarding the ability to buy and sell gold in this way, but the fatwa issued 
was a controversy because it contradicted the opinion of the majority of 
scholars, one of which was Erwandi Tarmizi which weakened the fatwa. 
       This study aims to find out how the opinions and legal terms of the 
DSN-MUI fatwa and Erwandi Tarmizi regarding the fatwa of non-cash 
gold buying and selling so that the similarities and differences in each 
opinion are known and analyzed so that opinions are more in line with 
Islamic law and can applied in the community. 
       The DSN-MUI in issuing its fatwa used the istinbainh argument for 
the law maṣlaḥah mursalah, while Erwandi Tarmizi used the sadd aż- 
żarīah. The author is more likely to agree with Erwandi Tarmizi's 
thoughts and the majority of other scholars who claim that gold cash 
trading is not allowed or prohibited. Even though gold and silver have 
been formed into jewelry and gold or silver has not been used as a 
medium of exchange in Indonesia. The nature of gold as a ribawi item 
cannot be removed from gold or silver itself. 
 
Keywords: Buy and Sell, Gold, Cashless, Fatwa, Thought 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
       Di masa modern saat ini, perekonomian Islam berkembang sangat pesat, 
terutama di Indonesia. Umat Islam Indonesia harus semakin memperhatikan 
keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan ulamanya sendiri terutama pada 
ketetapan yang bersifat kontemporer.
1
 Terkadang manusia mencari kebenaran 
atas dasar penghormatan pada pendapat yang dihasilkan oleh seseorang atau 
lembaga-lembaga tertentu yang dianggap memiliki andil dalam bidang ilmu 
tertentu. Mempercayai pendapat-pendapat tersebut secara serta merta bukanlah 
suatu yang salah, akan tetapi kemungkinan-kemungkinan kesalahan akan selalu 
ada, apabila tidak ditelaah secara mendalam.
2
 
       Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan bank dan non bank 
yang berprinsip syariah yang banyak bermunculan saat ini. Membuat lembaga-
lembaga tersebut mengeluarkan berbagai macam produk-produk yang 
berprinsip syariah, seperti produk yang jual beli emas, yang sekarang ini 
banyak diterapkan baik di bank syariah. 
       Dengan banyaknya pengembangan produk-produk ekonomi yang 
berprinsip syariah ini dan menimbang bahwa transaksi jual beli emas yang 
dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran 
                                                          
1Agus Arwani, “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Fiqh Anggaran yang Bebasis 
Akuntansi Syariah,” Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 120.   
2
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI-Press, 1986), hlm. 2.  
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tidak tunai, baik secara angsuran (taqsih) maupun secara tangguh (ta‟jil), maka 
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang merupakan satu-
satunya lembaga yang diberi tugas secara langsung oleh undang-undang untuk 
menetapkan fatwa dan mengawasi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia 
mengeluarkan fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara 
tidak tunai yang menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik 
melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah 
ja‟iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).3 
       Fatwa ini merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang 
membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar (uang emas) dengan cara 
tidak sama beratnya dan tidak tunai karena emas adalah perhiasan dan bukan 
mata uang, dengan demikian emas perhiasan telah keluar dari „illat uang emas 
dinar, yaitu tsamaniyah. Maka emas perhiasan adalah barang dagangan yang 
boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara tidak tunai dan tidak 
sama beratnya. 
       Jual beli emas yang banyak dilakukan di lembaga keuangan syariah adalah 
salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu seorang nasabah 
datang kesalah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli 
emas batangan dengan berat sekian gram seraya membayar uang muka. Lalu 
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bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang 
oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.
4
 
       Dari deskripsi ini terlihat bahwa akad jual beli emas antara nasabah dengan 
bank tidak tunai, akad jual beli dan uang muka terjadi di depan namun barang 
diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar.
5
 Emas yang 
menjadi objek jual beli disini bukan emas yang sudah diberi sentuhan manusia 
seperti halnya perhiasan, melainkan emas batangan yang di jaman sekarang 
berfungsi sebagai investasi tabungan di masa depan, disini tentu emas batangan 
yang dijadikan objek jual beli masih berfungsi seperti halnya mata uang. 
       Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas 
tidak tunai (kredit) ini menjadi kontroversial karena bertentangan dengan 
panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI 
(Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution) yang 
menjelaskan bahwa jual beli emas tidak tunai tidak boleh dilakukan pada emas, 
perak, atau mata uang. Dalam standar syariah, komoditas emas dan perak ini 
harus sesuai dengan jumlah fisiknya dan harus diselesaikan dalam hari yang 
sama. 
       Seorang ahli fikih muamalat kontemporer Indonesia yang juga seorang 
penulis buku yang banyak menulis tentang transaksi-transaksi haram di 
berbagai lembaga keuangan dalam bentuk riba dan gharar yaitu Erwandi 
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hlm. 559.  
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Tarmizi, memberikan pendapat yang melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
DSN-MUI dan mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai ini.
6
 
       Oleh sebab itu, kita harus mengetahui pendapat dan menganalisis istinbaṭh 
hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa kebolehan jual 
beli emas secara tidak tunai ini, karena dengan dikeluarkannya fatwa ini 
banyak sekali pendapat para ulama baik nasional dan internasional yang 
melemahkan kebolehannya. Dan menganalisis bagaimana pemikiran dan 
istinbaṭh hukum yang digunakan Erwandi Tarmizi di dalam mengharamkan 
dan melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terutama pada fatwa 
kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini. Karena ia merupakan ulama 
fikih kontemporer yang banyak mengharamkan produk-produk pengembangan 
perbankan syariah dibandingkan dengan ulama fikih kontemporer lainnya. 
       Untuk itu, penulis dengan segala kemampuan yang ada akan membahasnya 
dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : “Analisis Jual-Beli Emas 
Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-
MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)”.  
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B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan di atas dan agar 
peneliti ini dapat lebih fokus dan terarah, maka dapat dirumuskan beberapa 
pokok masalah yaitu:  
1. Bagaimana pendapat dan istinbaṭh hukum fatwa DSN-MUI dan Erwandi 
Tarmizi mengenai fatwa jual beli emas secara tidak tunai? 
2. Manakah diantara pendapat dan istinbaṭh hukum DSN-MUI dan Erwandi 
Tarmizi terhadap jual beli emas secara tidak tunai yang lebih kuat? 
C. Tujuan Penelitian 
        Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi  ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan pendapat dan istinbaṭh hukum fatwa DSN-MUI dan 
Erwandi Tarmizi mengenai fatwa jual beli emas secara tidak tunai. 
2. Untuk menganalisis mana pendapat dan istinbaṭh hukum DSN-MUI dan 
Erwandi Tarmizi terhadap jual beli emas secara tidak tunai yang lebih kuat. 
D. Manfaat Penelitian 
       Adapun manfaat dalam penyusunan skripsi dengan judul tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai 
salah satu bahan kajian dalam perkembangan ilmu ekonomi syariah, 
khususnya digunakan sebagai pertimbangan bagi DSN-MUI dalam 
meninjau kembali fatwa tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. 
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2. Manfaat Praktik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
a. Bagi Masyarakat 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat, khususnya bagi para tokoh masyarakat, akademisi, lembaga 
Islam dan masyarakat muslim pada umumnya untuk mengetahui sebab 
DSN-MUI mengeluarkan fatwa diperbolehkannya jual beli emas dengan 
tidak tunai. 
b. Bagi Peneliti 
       Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kehidupan peneliti 
sendiri, karena dengan dilakukan penelitian ini, penulis mengetahui 
lebih dalam mengenai istinbaṭh hukum yang digunakan DSN-MUI 
dalam mengeluarkan sebuah fatwa serta mengetahui mekanisme jual beli 
emas secara rinci.  
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E. Kerangka Teori  
1. Jual-Beli Emas dalam Islam 
       Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, asalkan 
tidak ada dalil atau nash yang melarangnya, seperti pada kaidah fikih 
dibawah ini:
7
 
اَهِمِْيرْحَت ىَلَع ٌلِْيلَد َّلَُدي ْنَأ َّلاِإ ُةَحَابِلإْا ِتَلاَماَعُمْلا يِف ُلْصَلأَا 
       Artinya:  
       “Pada dasarnya, segala bentuk mu‟amalat boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.” 
 
       Hukum asal jual beli pada dasarnya boleh namun, jika yang menjadi 
objek dalam jual beli tersebut ialah emas sebagai barang yang rentan 
terhadap timbulnya riba dan kegiatan jual beli emas tersebut dilakukan 
secara tidak tunai maka ini dikhawatirkan akan menimbulkan riba.        
       Benda-benda yang telah ditetapkan ijma‟ atas keharamannya karena 
riba ada enam macam yaitu: emas, perak, gandum, syair, dan kurma, dan 
garam. Dalam Islam, emas digunakan sebagai alat pengukur nilai. Pada 
jaman dahulu emas atau perak terdapat dalam dinar atau dirham. Telah 
disepakati oleh para ulama, bahwa emas dan perak merupakan kategori 
barang ribawi. Dimana jika terjadi pertukaran antara barang yang jenis dan 
„illat-nya sama, seperti antara emas dan emas syarat nya ialah harus sama 
ukuran, jenis dan timbangannya, serta harus dilakukan secara kontan. Dan 
jika terjadi pertukaran antara barang yang jenisnya berbeda dan „illat-nya 
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sama, seperti emas dan perak syaratnya ialah dibolehkan tidak sama ukuran, 
jenis dan timbangannya akan tetapi harus dilakukan secara tunai atau kontan 
2. Riba.        
       Riba merupakan perbuatan ḍhalim yang sangat terlarang dan haram 
untuk dilakukan bagi semua orang tidak hanya untuk sesama muslim namun 
juga antara muslim dengan non muslim. Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa 
pembahasan tentang riba termasuk pembahasan yang paling rumit bagi 
kebanyakan ulama.
8
 Riba sangat berbahaya bagi akhlak dan rohani, manusia 
yang sudah terjerumus dalam riba maka dirinya akan dikuasai oleh sifat 
tamak dan egois. Riba ialah tambahan, namun yang dimaksud tambahan 
disini ialah tambahan yang berasal dari usaha yang haram yang bisa 
merugikan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau transaksi.
9
 Seperti 
dalam hadis di bawah ini
10
: 
  ٍضْر َق ُّلُك ( َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّلَلا ىَّلَص- ِهَّلَلا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق هنع للها يضر ٍّيِلَع ْنَعَو
 ) ًاِبر َوُه َف ,ًةَعَف ْ نَم َّرَج 
        Artinya : 
       Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: “ 
Setiap utang-piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah 
riba”. 
 
       Hadis di atas menunjukan bahwa setiap manfaat atau tambahan yang 
diambil dari transaksi utang-piutang adalah riba. Tidak dibenarkan seorang 
                                                          
8Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir:Jilid I, 
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10
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(Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014). 
9 
 
 
 
muslim yang beriman mengambil manfaat atas suatu utang-piutang, karena 
pada dasarnya utang-piutang ialah sebuah akad pertolongan bagi orang-
orang yang sedang mendapatkan musibah atau keperluan yang mendesak.  
       Umumnya para ulama membagi riba menjadi dua yaitu riba nasi‟ah dan 
riba fadhl. Riba fadhl ialah yang terdapat dalam bentuk transaksi yang 
dilakukan melalui serah terima secara langsung atau dari tangan ke tangan. 
Sedangkan riba nasi‟ah terjadi karena penundaan penyerahan salah satu 
komoditi barang ribawi dalam suatu transaksi jual  beli yang menyebabkan 
perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut, sehingga 
termasuk riba.
11
 
       Para ulama telah memberikan aturan-aturan umum mengenai riba yang 
berkaitan dengan transaksi jual beli, yaitu
12
 
a. Apabila komoditi yang ditransaksikan meliputi emas, perak, garam, 
kurma dan gandum, serta jenis komoditi lainnya yang sudah ditetapkan 
qiyas terhadapnya, maka transaksi tersebut harus dilakukan secara 
langsung dari pihak-pihak yang melakukan akad, dimana tidak boleh 
ditangguhkan dan kadarnya harus sama tidak boleh ada kelebihan. 
Karena penangguhan penyerahan komoditi yang menyebabkan 
meningkatnya salah satu nilai tukar komoditi adalah termasuk riba. 
b. Apabila komoditi yang ditransaksikan itu berbeda, semisal emas dengan 
perak, gandum dengan garam, maka prosesnya juga harus secara 
                                                          
11
Abdullah Saeed, “Bank Islam dan Bunga”, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, 
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 62.  
12
 Ibid, hlm. 63.  
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langsung dari pihak satu kepihak lainnya. Namun, tidak ditentukan harus 
sama kadarnya.   
3. Ijtihad 
       Ijtihad jika dikaitkan dengan hukum berarti mengerahkan segala 
kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung 
nilai-nilai uluhiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah. 
Seoarang mujtahid dalam melakukan ijtihad tentu tidaklah mudah, karena 
seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari suatu masalah pasti 
mengerahkan segala potensi yang ada dalam dirinya, baik dar kecerdasan 
akalnya, kehalusan rasanya, keluasan imajinasinya, ketajaman intuisinya 
dan keutamaan kearifannya.
13
 
       Seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, harus memiliki syarat-
syarat tertentu, yaitu mengetahui Al-Qur‟an, Sunnah, bahasa Arab dengan 
pengetahuan yang mendalam dan luas, mengetahui maqasid syariah, 
prinsip-prinsip umum, semangat ajaran Islam, mengetahui turuq al-istinbath 
ushul fikih, memiliki ahlak yang terpuji dan niat yang ikhlas dalam 
berijtihad (dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa, dengan 
menggunakan kaidah qiyas, dengan memerhatikan semangat ajaran Islam 
atau roh syari‟ah).14  Jika ditinjau dari subjek yang melakukan ijtihad, 
ijtihad dibagi menjadi dua macam, yaitu ijtihad fardhi yaitu ijtihad yang 
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 Djazuli, Ilmu Fiqh, ( Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 71. 
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dilakukan perseorangan dan ijtihad jama‟i yaitu ijtihad yang dilakukan oleh 
sekelompok orang.  
       Apabila terdapat seorang mujtahid yang melakukan ijtihad dalam 
sebuah masalah yang ijtihadiyyah yaitu masalah yang dalil-dalilnya 
bertentangan, sehingga banyak ulama uang berselisih pendapat, kemudian  
ia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut, lalu setelah itu terdapat pendapat 
yang dipandang lebih kuat kemudian ia memilih pendapat yang lebih kuat 
tersebut, maka ijtihadnya yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihad yang 
pertama. Seperti ada kaidah fiqh di bawah ini:
15 
 ِداَهِت اجِ الْاِب ُضَق انُي َلْ ُداَهِت اِج اَلْا 
Artinya : “Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain” 
 
       Kaidah tersebut berlaku bagi masalah-masalah yang bersifat 
ijtihadiyyah atau terjadi khilaf. Hal ini karena akan menyebabkan tidak 
adanya hukum yang tetap dan akan berakibat pada adanya hukum yang 
menggantung karena masih ada kemungkinan dibatalkan dengan ijtihad 
yang baru.  
F. Tinjauan Pustaka 
       Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada 
beberapa yang memilki keterkaitan dengan peneliti yang peneliti lakukan.  
                                                          
15
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       Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Abdul Rahman Ramli, 
universitas Muhammadiyah Surakarta,  yang berjudul “ Jual Beli Emas Secara 
Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010).” tujuan 
penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui alasan DSN-MUI 
memperbolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dan untuk mengetahui 
keabsahan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai 
fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 adalah  emas dan perak adalah 
barang yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi 
tsaman. Dan menyatakan bahwa fatwa ini sudah sesuai dengan metode 
istinbath hukum MUI yang mempelajari keempat sumber hukum Islam dalam 
mengeluarkan fatwa ini, yaitu al-Qur‟an, Hadis, Ijma dan Qiyas.16 
       Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Mona Riska yang berjudul “ 
Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn pada Produk iB Cicil 
Emas Berdasarkan Perfektif Fiqh Muamalah”. Tujuan penelitian skripsi ini 
untuk mengetahui akad murabahah dan akad rahn pada produk BSM cicil emas 
di Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur 
pembiayaan pada produk BSM cicil Emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah 
Mandiri cabang Banda Aceh menggunakan dua akad, yaitu akad Murabahah 
dan akad Rahn. Akad murabahah terjadi antara pihak nasabah dengan pihak 
lembaga perbankan syariah dalam hal pembelian cicilan emas, dimana bank 
                                                          
16
 Abdul Rahman Ramli, “ Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/ 
DSN-MUI/V/2010)”, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2010, dikutip dari eprints.ums.ac.id diakses 21 Maret 2018, hlm. 9. 
13 
 
 
 
memberitahukan jumlah keuntungan yang diperoleh bank atas pembelian 
barang yang diminta nasabah, disamping itu untuk pengikatan jaminannya 
bank mengikatkan emas tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan emas itu 
sendiri dengan menggunakadn akad Rahn.
17
 
       Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Muntolib, Fakultas Syari‟ah 
dan Ilmu Hukum,  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan 
penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui latar belakang lahirnya fatwa 
DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, untuk mengetahui dasar 
hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang jual 
beli emas secara tidak tunai dan untuk mengetahui analisa fiqh mu‟amalah 
tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara 
tidak tunai adalah transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini 
seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, bahwa transaksi jual 
beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan 
perbedaan pendapat dikalangan umat Islam dan berdasarkan kaidah-kaidah  
adat dan kemashlahatan, maka jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh 
(mubah) dilakukan selama emas dimaksudkan sebagai sil‟ah (barang/ 
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 Mona Riska, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk Ib Cicil 
Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)”, 
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016, dikutip dari 
https://repository.ar-raniry.ac.id/1721/diakses 26 Maret 2018, hlm. 9 
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komoditi) dan tidak sebagai tsaman (naqd). Dengan ketentuan tetapnya harga 
selama perjanjian.
18
 
       Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Chairul Afnan yang berjudul 
Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 
77/DSN-MUI/V/2010), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan latar belakang 
munculnya Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, 
menjelaskan landasan filosofis hukum yang dijadikan dasar dalam menerapkan 
fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai, dan menjelaskan metode 
istinbaṭh hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa ini. Hasil 
penelitian ini menunjukan keluarnya DSN-MUI tentang jual beli emas secara 
tidak tunai ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan yaitu pesatnya 
pertumbuhan ekonomi saat ini, fatwa ini digunakan untuk mendukung 
kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah. Dan metode istinbaṭh yang 
digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa ini ialah al-Qur‟an, Hadis, 
Ijma, dan qiyas sesuai dengan pedoman DSN-MUI dalam menetapkan sebuah 
fatwa.
19
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 Muntolib, Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(Dsn-Mui) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Skripsi, Fakultas Syari‟ah 
Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012, dikutip dari repository.uin-
suska.ac.id/7366/1/2012_2012266MUA.pd diakses 26 Maret 2018, hlm. 7. 
19
Chairul Afnan, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 
77/DSN-MUI/V/2010), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2013, 
dikutip dari digilib.uin-suka.ac.id/9275 diakses 2 April 2018. 
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       Dengan demikian meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian 
dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi 
terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini peneliti membandingkan 
pendapat dan istinbaṭh hukum yang digunakan DSN-MUI dan Erwandi 
Tarmizi dan menganalisisnya serta memilih pendapat mana yang menurut 
peneliti lebih masuk akal, relevan dengan keadaan sekarang dan tidak 
bertentangan dengan syari‟at Islam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi 
Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran 
Erwandi Tarmizi). 
G. Metode Penelitian 
       Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 
Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 
menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan 
metode-metode tertentu. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 
metode pendekatan normatif artinya pendekatan yang berbasis pada teori-teori 
dan konsep-konsep hukum Islam.   
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       Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
        Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian literer (library research) 
yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 
terdahulu. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan content analysis, 
untuk membahas secara mendalam terhadap isi suatu aturan tertulis dalam 
fatwa DSN-MUI.
20
 
2. Sumber Data 
a. Data Primer  
       Data primer yaitu data pokok yang berkaitan dengan fatwa Majelis 
Ulama Indonesia tentang jual beli emas tidak tunai (kredit) atau 
murabahah emas dan buku-buku karya Erwandi Tarmizi. 
b. Data Sekunder 
       Data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian, kamus 
dan ensiklopedia. Pengambilan kepustakaan didasarkan pada otoritas 
keunggulan pengarang yang masih berhubungan dengan sumber primer. 
 
 
                                                          
20
 Burhan Bungin, Metedologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metedologis ke Arah Ragam 
Varian Kontemporer, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 175.  
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3. Teknik Pengumpulan Data  
       Sebagai sebuah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah dengan menelusuri sumber-sumber data atau 
pustaka berkenaaan dengan Erwandi Tarmizi dan fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dan Jual beli emas (murabahah emas). Dalam penelitian 
ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
dokumentasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang 
dilakukan dengan kategorisasi dan klasifkasi bahan-bahan tertulis yang 
berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen buku-
buku, jurnal dan tulisan-tulisan pada situs internet. 
4. Teknik Analisis Data 
       Teknik analisis data yang digunakan ialah deduktif komparatif, yaitu 
memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh baik 
secara tekstual maupun kontekstual untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin kedalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap 
permasalahan yang dibahas.
21
 Serta membandingkan keadaan satu variabel 
atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, untuk dianalisis dan 
dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Adapun penerapan penelitian 
komparatif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis pendapat dan 
istinbaṭh hukum antara DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi terkait jual beli 
emas secara tidak tunai. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI-Press, 1986), hlm. 10. 
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H. Sistematika Penulisan  
       Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan proposal 
skripsi ini akan ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas 
beberapa sub bab, yakni : 
       Bab I adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
       Bab II adalah landasan teori berisi empat sub bab yaitu sub bab pertama 
menguraikan tentang jual beli dalam islam meliputi pengertian jual beli, dasar 
hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli 
yang dilarang, sebab dilarangnya jual beli dan menguraikan mengenai jual beli 
emas dalam Islam serta syarat sah jual beli emas. Pada sub bab kedua, 
menguraikan tentang riba, meliputi pengertian, dasar hukum riba dan macam-
macamnya, pendapat ulama tentang „illat riba, dan hikmah pengharaman riba,  
pada sub bab ketiga mengenai tarjih dan cara pen-tarjih-an, pada sub bab 
keempat mengenai ijtihad yang menguraikan pengertian, bentuk-bentuk ijtihad 
dan metode ijtihad kontemporer, pada sub bab kelima mengenai maṣlaḥah 
mursalah, menguraikan pengertian maṣlaḥah mursalah, jenis-jenis maṣlaḥah 
mursalah, kehujjahan maṣlaḥah mursalah dan syarat-syarat maṣlaḥah 
mursalah dan pada sub bab keenam mengenai sadd aż- żarīah yang 
menguraikan pengertian sadd aż- żarīah, macam-macam sadd aż- żarīah, 
kehujjahan sadd aż- żarīah dan ketentuan sadd aż- żarīah. 
19 
 
 
 
       Bab III adalah Deskripsi data penelitian, yang berisi deskripsi tentang 
DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi mengenai jual beli emas secara tidak tunai. 
Ada dua sub bab di dalam bab ini, dimana sub bab pertama mengenai DSN-
MUI yang berisi profil DSN-MUI, metode penetapan fatwa DSN-MUI dan 
Petikan fatwa MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara 
tidak tunai. Lalu pada sub bab kedua tentang pemikiran Erwandi Tarmizi yang 
berisi meliputi Biografi Erwandi Tarmizi serta pendapat Erwandi Tarmizi 
tentang jual beli emas secara tidak tunai. 
       Bab IV berisi tentang analisis terhadap pendapat dan metode istinbaṭh 
hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi mengenai jual 
beli emas secara tidak tunai, sehingga diketahui letak perbedaan dan persamaan 
dari masing-masing pendapat serta menyimpulkannya sehingga diketahui 
pendapat mana yang bisa diimplementasikan dan tidak bertentangan dengan 
syari‟at Islam. Dalam bab ini merupakan paparan data hasil penelitian 
kepustakaan. 
       Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian 
ini, saran dan penutup. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM JUAL BELI  EMAS SECARA TIDAK TUNAI, 
RIBA, MAṢLAḤAH MURSALAH DAN SADD AŻ- ŻARĪAH 
 
A. Jual Beli Emas 
1. Pengertian Jual Beli 
       Jual beli disebut dengan al-ba‟i ( ْْعْي َبْلا)yang berarti menjual, mengganti, 
dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba‟i ( ْْعْي َبْلا)dalam 
terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal 
al-Syira (َْرِشْلا)yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba‟i mengandung 
arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. 
 
       Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bai) secara definitif yaitu 
tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu 
yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut 
Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba‟i) yaitu tukar-
menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan 
kepemilikan.
1
 Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
ba‟i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda 
dengan uang.
2
 
                                                          
1
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mualamah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.101 
2
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, hlm. 10 
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       Adapun menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh H. Idri 
pengertian jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela 
atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
3
 Dan 
menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni sebagaimana dikutip oleh H. 
Idri pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang 
yang dilakukan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara‟, jual  
beli adalah tukar-menukar barang atau harta secara suka sama suka.
4
 
       Menurut Syaikh Al-Qlyubi dalam Hasyiyah-nya sebagaimna dikutip 
oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa jual beli adalah akad saling 
mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu 
benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk 
bertaqarrub kepada Allah.
5
 
       Dari pengertian-pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti 
dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang 
mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak 
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟ yang 
didasarkan pada rasa suka sama suka.
6
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
       Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menong antar sesama 
manusia yang diperbolehkan oleh syara‟. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil 
                                                          
3
Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis”, (Depok: Kencana, 2015), hlm. 156. 
4
Ibid. 
5
Abdul Aziz Muhammad Azzam, “Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam”,  
(Jakarta:Amzah, 2017), hlm. 24. 
6
Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52  
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yang terdapat dalam Al-Qur‟an, Al-Hadist, dan Ijma‟ para ulama‟. Adapun 
dasar hukum dalam jual beli diantaranya adalah :  
a. Al-Qur’an 
ُْموُق َيْ اَمَْك َّلَِإْ َنوُموُق َيْ َلَْ َابِّرلاْ َنوُلُكَْأيْ َنيِذَّلاْْ ِّسَمْلاْ َنِمْ ُنَاطْي َّشلاْ ُُوطَّبَخَت َيْ يِذَّلا  ْۚ
َْابِّرلاُْلْثِمُْعْي َبْلاْاَمَّنِإْاوُلَاقْْمُهَّ َنِأبَْكِل ََٰذ  َْْۚابِّرلاَْمَّرَحَوَْعْي َبْلاُْوَّللاَّْلَحَأَو  ُْْۚهَءاَجْْنَمَف
َّللاْىَلِإُْهُرْمَأَوَْفَلَسْاَمُْوَل َفْ َٰىَه َت ْنَافِْوَِّبرْ ْنِمْ ٌةَظِعْوَمِْو  ُْْۚباَحْصَأَْكِئََٰلوَُأفَْداَعْْنَمَو
ِْراَّنلا  َْْۚنوُدِلاَخْاَهيِفْْمُىْ
 
       Artinya : “Orang-orang yang makan  (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran  (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata  (berpendapat). Sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti  (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu  (sebelum dating 
larangan) dan urusannya  (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali  
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka 
mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275).7 
 
       Bahwa riba adalah haram dan jual beli adalah halal, sehingga tidak 
semua akad jual beli itu haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian 
orang yang berdasarkan pada ayat ini. Dan dari ayat ini kita dapat 
mengetahui bahwa jual beli itu berbeda dengan riba.  
 
اَر َتْْنَعًَْةراَجِتَْنوُكَتْْنَأْ َّلَِإِْلِطاَبْلِابْْمُكَن ْ ي َبْْمُكَلاَوْمَأْاوُلُكَْأتَْلَْاوُنَمَآَْنيِذَّلاْاَهُّ يَأَْايٍْض
اًميِحَرْْمُكِبَْناَْك َوَّللاْ َّنِإْْمُكَسُف ْنَأْاوُل ُتْق َتَْلََوْْمُكْنِم 
 
       Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
                                                          
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah dan Tajwid, (Bandung: PT.Sygma, 2014), 
hlm. 47.   
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perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.8 (QS. 
An-Nisa : 29) 
 
       Maksud surat An-Nisa diatas ialah bahwa Allah telah mengharamkan 
memakan harta orang lain dengan jalan atau cara yang bathil kecuali 
dengan melakukan transaksi jual beli dengan dasar suka saling suka. 
b. Hadis 
ُْوَّللاَْيِضَرٍْعِفَارِْنْبَْةَعَاِفرْْنَعِْْبْسَكْلاْ ُّيَأْ:َْلِئُسَْمَّلَسَوِْوْيَلَعُْوَّللاْىَّلَصْ َّيِبَّنلاْ َّنَأُْْوْنَع
:َْلَاقُْبَيْطَأْ{ٍْْعْي َبُّْلَُكوْ،ِْهِدَِيبِْلُجَّرلاُْلَمَعُْراَّز َبْلاُْهاَوَرْ}ٍْروُر ْ بَم  
  
      Dari Rifa‟ah ibnu Rafi‟ bahwa Nabi SAW pernah ditanya, “pekerjaan 
apakah yang paling baik” beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan 
tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (Diriwayatkan Al-Bazzar).9 
 
c. Ijma’ 
       Seluruh ulama sepakat bahwa transaksi jual beli diperbolehkan 
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 
barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan 
barang lainnya yang sesuai (adanya pertukaran).
10
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
       Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya 
yang paling kuat. Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih 
dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut 
kemudian disebut dengan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun 
                                                          
8
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah dan Tajwid, (Bandung: PT.Sygma, 2014), 
hlm. 83. 
9
Al-Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar, Bulughul Maram, terj. Arief Hidayat, Nur Rahman, 
(Surakarta: Insan Kamil Solo, 2014), hlm. 305. 
10Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75. 
24 
 
 
 
jual beli adalah ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan 
menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli 
itu hanyalah kerelaan (riḍa/taraḍi) kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur 
hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan 
indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.
11
 
       Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan 
nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun 
jual beli. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang 
melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab 
dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.
12
 
       Sedangkan menurut jumhur ulama, adapun rukun jual beli ada empat, 
yaitu:
13
 
a. Bai‟ (Penjual) 
b. Mustari (Pembeli) 
c. Ṣhighat (Ijab dan Qabul) 
d. Ma‟qud „alaih (benda atau barang) 
       Sementara itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun jual 
beli, diantaranya, yaitu: 
a. Syarat Pihak yang Berakad 
                                                          
11
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 71 
12
Ibid. hlm. 71 
13Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah..., hlm. 76. 
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         „Aqid menurut Al-Bujairimi dalam Hasyiyah-nya sebagaimana 
yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam adalah setiap yang 
mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga 
dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya, dimana 
syarat orang yang berakad atau pelaku akad ialah:
14
 
1) Berakal, sehingga orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. 
2) Kehendak pribadi, maksudnya bukan atas paksaan orang lain. 
3) Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir berada pada 
walinya. 
4) Baligh, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau anak yang belum 
baligh tidak sah jual belinya. Adapun anak yang belum berumur tapi 
sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan. 
b. Ṣhighat (ijab dan qabul) 
  Ṣhighat ialah ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui 
diambil dari kata anjaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual 
yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak 
milik. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu yang ber-ijab dan pembeli 
menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya. Menurut 
ulama lafadz harus memenuhi syarat berikut:
15
 
1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu keduanya 
pantas menjadi jawaban dari orang lain 
2) Makna keduanya adalah mufakat 
                                                          
14
Masjupri, Buku Daras: Fiqh Muamalah, (Surakarta: PSEI Publishing, 2013),  hlm 107. 
15
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3) Tidak bersangkutan dengan yang lain 
4) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya. 
c. Ma‟qud „alaih (benda atau barang yang diakadkan) 
       Ma‟qud „Alaih, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah 
seorang yang berakad kepada pihak lain. Syarat-syarat dari benda atau 
obyek akad ialah:
16
 
1) Suci, barang najis tidak sah diperjual belikan 
2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual barang yang tidak ada 
manfaatnya 
3) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat 
diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada di laut 
4) Milik penuh dan penguasaan penuh 
5) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.  
       Selain itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli. 
Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara 
manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad dan 
menghilangkan sifat gharar. Syarat tersebut, yaitu syarat terjadinya akad 
(in‟iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadż), dan syarat 
mengikat (lujum). Secara terperici syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut, yaitu:
17
 
a. Syarat terjadinya akad (In‟iqad), ialah syarat yang harus terpenuhi agar 
akad jual beli dipandang sah menurut syara‟. Apabila syarat ini tidak 
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dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiah mengemukakan 
empat macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu syarat berkaitan 
dengan „aqid (orang yang melakukan akad), syarat yang berkaitan 
dengan akad itu sendiri, syarat yang berkaitan dengan tempat akad, syarat 
yang berkaitan dengan objek akad (ma‟qud „alaih)   
b. Syarat sahnya akad (Shihah), syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu 
syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah syarat-syarat yang 
berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang ditetapkan oleh syara‟. 
Syarat khusus ialah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang 
tertentu. Dimana jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu 
barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, pada jual beli 
amanat harga awal harus diketahui, serah terima benda dilakukan 
sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam 
ukuran timbangan jika dalam jual beli yang memakai ukuran dan 
timbangan, dan barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung 
jawabnya. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 
„aib, yaitu18 ketidakjelasan (jahalah), pemaksaan (al-ikrah), pembatasan 
dengan waktu (at-tauqit), penipuan (gharar), kemudharatan (dharar), 
dan syarat-syarat yang merusak. 
c. Syarat terealisasikannya akad (Nafadż), untuk kelangsungan jual beli 
diperlukan dua syarat yaitu kepemilikan atau kekuasaan artinya ialah 
menguasai sesuatu dan mampu men-tasarruf-kannya sendiri, karena 
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tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara‟ dan pada benda yang 
dijual (mabi‟) tidak terdapat hak orang lain artinya apabila di dalam 
barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain maka 
akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu tidak 
nafidz jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap 
barang yang sedang digadaikan.
19
 
d. Syarat mengikatnya jual beli (Luzum), syarat ini hanya ada satu, yaitu 
akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang 
berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan 
batalnya akad.
20
 
4. Macam-macam Jual Beli 
       Jual beli di dalam Islam dapat dibedakan menjadi beberapa macam, 
yaitu, sebagai berikut: 
a. Jual beli berdasarkan pertukarannya 
       Secara umum jual beli jika dilihat dari segi pertukarannya, dibagi 
menjadi empat macam yaitu: 
1) Jual beli Salam 
Jual beli salam ialah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan 
cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di 
hantar kemudian hari. 
2) Jual beli Muqayadhah 
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Jual beli muqayadhah ialah jual beli dengan cara menukar barang 
dengan barang, seperti barter. 
3) Jual beli Muthlaq 
Jual beli muthlaq ialah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 
disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang. 
4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar 
Ialah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar 
dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang emas. 
b. Berdasarkan segi cara pembayarannya 
       Jika dilihat dari segi cara pembayarannya, jual beli terbagi kedalam 
empat bagian, yaitu: 
1) Jual beli yang penyerahan dan pembayarannya dilakukan secara 
langsung. 
2) Jual beli dimana pembayarannya ditunda. 
3) Jual beli yang penyerahan barang yang diperjualbelikan tertunda. 
4) Jual beli yang penyerahan barang dan pembayarannya tertunda. 
c. Berdasarkan segi harganya 
       Jual beli dilihat dari segi harganya, secara umum dibagi menjadi 
empat macam yaitu: 
1) Jual beli yang menguntungkan (al-Murabahah) 
2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 
aslinya (at-Tauliyah) 
3) Jual beli rugi (al-Khasarah) 
30 
 
 
 
4) Jual beli al-Musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, 
tetapi kedua orang yang berakad saling meridhoi. 
5. Jual Beli yang Dilarang 
Ada beberapa jenis jual beli di dalam Islam yang dilarang namun sah 
hukumnya dan jual beli yang dilarang yang batal hukumnya. Diantara jual 
beli yang dilarang Islam namun sah hukumnya, ialah:
21
 
a. Talaqqi Rabban ialah praktek dimana seseorang mencegat orang-oang 
yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum 
sampai di pasar, Rasulullah Saw melarang jual beli semacam ini dengan 
tujuan mencegah terjadinyakenaikan harga. 
b. Jual beli dengan Najasy ialah seseorang menambah atau melebihi harga 
temannya dengan memancing-mancing orang agar mau membeli barang 
kawannya. 
c. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Seperti orang 
berkata tolaklah harga tawaran itu nanti aku yang akan membelinya 
dengan harga yang lebih mahal.  
d. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata 
“kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau 
beli dengan harga yang lebih murah dari pada itu”. 
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    Dan jenis-jenis jual beli yang terlarang dan batal hukumnya ialah sebagai 
berikut:
22
 
a. Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama/syara‟ seperti anjing, 
berhala, bangkai binatang, khamr.  
b. Jual beli madhamin adalah menjual sperma hewan, dimana penjual 
membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak 
hewan hasil perkawinan tersebut adalah milik pembeli. 
c. Jual beli mulaqih, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. 
d. Jual beli muhaqallah, baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. 
Maksudnya yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal 
ini dilarang karena adanya persengketaan riba. 
e. Jual beli mukhadarah yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas 
untuk dipanen. Seperti menjual mangga yang masih hijau. Hal ini karena 
barang tersebut masih samar. 
f. Jual beli muammassah yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh 
menyentuh barang yang dijual. Contoh: ketika kita datang ke pasar 
kemudian menyentuh kain maka kita harus membeli kain yang kita 
sentuh tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan 
kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. 
g. Jual beli munabadzah yaitu jual beli lempar melempar seperti lemparkan 
apa yang ada padamu nanti juga akan kulemparkan semua yang ada 
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padaku. Jika dilakukan maka akan terjadi jual beli. Jual beli tersebut 
diharamkan karena terdapat gharar dan tidak ada ijab dan qabul. 
h. Jual beli dengan muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah 
yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang 
basah. 
i. Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada 
hal lain sebagai syarat seperti saya beli barang ini padamu jika kamu 
menjual padaku. 
j. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. 
k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 
terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam yang 
atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. 
l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti 
seseorang yang menjual sesuatu dari sebuah benda ada yang dikecualikan 
salah satu baginya. 
m. Dilarang menjual makanan hingga dua kali ditakar. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan 
telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh 
menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama. 
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6. Sebab-sebab Dilarangnya Jual Beli 
       Didalam jual beli juga terdapat sebab-sebab yang menjadikan jual beli 
itu dilarang yang dibagi dalam dua bagian, yaitu:
 23
 
a. Sebab-sebab larangan jual beli yang kembali kepada akad  
       Larangan kembali kepada akad, dasarnya adalah tidak terpenuhinya 
persyaratan sahnya jual beli, sebagaimana telah dipaparkan penulis 
sebelumnya.jika syarat wajib akad yaitu objek akad tidak terpenuhi di 
tempat akad, maka akan terjadi jual beli al-Ma‟dum (jual beli yang 
objeknya tidak ada), seperti jual beli benih janin yang masih dalam sulbi 
hewan jantan, atau janin dalam rahim hewan betina. Jika tidak 
terpenuhinya. 
       Apabila pada objek jual beli tidak terpenuhinya syarat dapat 
dimanfaatkan (secara syar‟i), seperti jual beli bangkai, darah, daging 
babi, dan hal-hal haram yang lain. Karena, semua barang tersebut 
dianggap sebagai hal yang tidak bernilai dan bertentangan dengan syariat 
Islam. 
       Apabila pada objek akad, penjual tidak memenuhi persyaratan syarat 
kepemilikan penuh, seperti penjual menjual barang milik orang lain tanpa 
seizinnya,  atau tidak memiliki hak kuasa untuk menjualnya. 
b. Sebab-sebab larangan jual beli yang tidak kembali kepada akadnya atau 
komitmen terhadap akad 
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       Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual beli, ada dua 
macam, yaitu karena akad mengandung riba dan karena akad 
mengandung gharar (kecurangan atau ketidakjelasan). Sementara sebab-
sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya, namun berkaitan 
dengan hal-hal lain ada dua macam, pertama, yang yang berkaitan 
larangannya itu kembali kepada jadinya penyulitan dan sikap merugikan, 
seperti menjual senjata pada masa terjadinya konflik. Kedua, yang 
barometer larangannya itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat 
semata, seperti berjualan pada saat kumandang adzan Jum‟at. 
       Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar 
dalam realitas kehidupan zaman sekarang yang menyebabkan rusaknya 
akad ialah:
24
 
1) Objek jual beli 
2) Riba 
3) Kecurangan 
4) Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau 
keduanya.  
7. Jual Beli Emas  
       Di dalam Islam pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu 
diperbolehkan asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Kegiatan jual beli 
merupakan kegiatan muamalah yang tidak dilarang (boleh) dilakukan, 
dimana didalamya terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar jual 
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beli itu sah. Sama halnya dengan jual beli emas, kegiatan jual beli emas 
boleh dilakukan, namun karena barang yang menjadi obyek dalam jual beli 
tersebut ialah emas yang termasuk dalam enam jenis barang ribawi maka 
terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi ketika kita melakukan 
jual beli tersebut agar terhindar dari riba. Dalam bahasa Arab, Emas  disebut 
dengan dżahabun (بهذ) yaitu emas dari tambang yang belum 
dibersihkan.
25
 Emas adalah barang berharga yang banyak dipakai pada 
zaman dahulu. Sejak dahulu emas digunakan sebagai simbol kekayaan bagi 
manusia. Dalam Islam emas digunakan sebagai mata uang atau dinar. 
Bahkan dahulu emas menjadi standar perbankan dalam mengeluarkan uang, 
sehingga pakar ekonomi menyebutnya sebagai commodity money.
26
 
       Emas merupakan salah satu barang komoditi yang banyak dibentuk 
kedalam berbagai macam rupa, seperti bentuk perhiasan yang difungsikan 
untuk mempercantik diri (cincin, gelang, kalung), dibentuk batangan yang 
banyak digunakan sebagai barang investasi dan ada yang berbentuk koin 
yang biasanya digunakan sebagai koleksi atau tabungan.  
       Sebagai barang komoditi yang sifatnya selalu naik setiap tahun, 
membuat emas menjadi primadona dimasyarakat, sehingga membuat 
lembaga keuangan syariah membuat produk yang berbasis emas. Pada 
dasarnya jual beli emas yang banyak dilakukan di lembaga keuangan 
syariah adalah salah satu bentuk jual beli emas yang menggabungkan dua 
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akad yaitu murabahah dan rahn, prakteknya yaitu seorang nasabah datang 
kesalah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas 
batangan dengan berat sekian gram seraya membayar uang muka, lalu bank 
membeli emas yang dimaksud dan dijadikan sebagai barang gadai yang 
dipegang oleh bank atau pegadaian syariah sampai angsuran lunas terbayar, 
lalu setelah itu barulah emas diserahkan kepada nasabah.
27
 
       Sebagai barang komoditi emas pada dasarnya boleh diperjual belikan 
karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun karena disisi lain, emas 
juga merupakan salah satu barang-barang ribawi, maka dalam proses jual 
belinya terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar jual beli 
emas tersebut terhindar dari riba. Syarat-syarat sah jual beli emas menurut 
pakar ulama, yaitu sebagai berikut:
28
 
a. Bila jenis dan ‘illat nya sama 
       Bila jenisnya dan illatnya sama seperti emas dengan emas, perak 
dengan perak atau emas dengan perak. Maka ditetapkan tiga syarat agar 
transaksi tersebut terbebas dari riba, yaitu 
1) Sepadan (mumātsalahi) dalam takaran maupun jumlahnya. Dua buah 
benda yang dipertukarkan harus sepadan dalam takaran untuk barang-
barang yang bisa ditakar, seperti 1 mud dengan mud atau 1 liter 
dengan 1 liter. Sepadan dalam timbangan untuk barang-barang yang 
bisa ditimbang, seperti satu gram dengan satu gram. Contohnya jika 
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hendak menukar emas 1 gram maka harus juga dengan emas 1 gram, 
tidak boleh lebih salah satunya. 
2) Transaksi dilakukan saat itu juga (hulūl). Maksudnya, pada saat akad 
jangan disebutkan adanya penangguhan penyerahan salah satu barang 
yang dipertukarkan sampai batas waktu tertentu sekalipun hanya 
sebentar. 
3) Serah terima langsung (taqābudh). Masing-masing pihak yang 
bertransaksi harus sudah menerima barang yang dipertukarkan 
sebelum berpisah secara fisik dari tempat transaksi. Artinya benda 
yang akan dipertukarkan harus ada ditempat akad. Jika tidak, maka 
terkena riba nasi‟ah.29 
b. Bila jenisnya berbeda dan ‘illat-nya sama 
       Apabila suatu harta ribawi diperjualbelikan dengan harta ribawi lain 
yang berlainan jenis, tetapi memiliki „illat yang sama seperti jika 
keduanya sama-sama barang yang ditimbang atau ditakar (menurut 
ulama Hanafiyah) atau keduanya sama-sama benda berharga (menurut 
jumhur ulama dari kalangan ulama Maliki, Asy-Syafi‟i, dan satu riwayat 
dari Ahmad, serta diikuti oleh ulama-ulama kontemporer), seperti emas 
dengan perak, uang kertas berupa mata uang rupiah dengan dolar, atau 
emas dengan mata uang rupiah. Dalam kategori makanan misalnya, 
gandum dengan garam, dan seterusnya. Maka para ulama sepakat 
hukumnya adalah boleh dengan satu syarat, syaratnya adalah harus 
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adanya serah terima secara langsung (yadan biyadin) atau kontan 
ditempat akad (taqabudh) dan dibolehkannya melebihkan salah satu jenis 
harta. Adapun jika mengambil emas dan membayar separuh harga atau 
masih ada pembayaran yang tersisa, sekalipun kecil jumlahnya, yang 
akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian (kredit), 
maka hukumnya adalah haram karena termasuk dari perbuatan riba 
nasi‟ah. 
c. Bila jenis dan ‘illat-nya berbeda 
       Adapun yang dimaksud dengan berbeda jenis dan berbeda „illat 
adalah masih dalam ketegori benda riba tetapi berbeda jenisnya berbeda 
pula „illat-nya. Contohnya adalah menukar emas dengan gandum atau 
perak dengan kurma atau uang kertas Rupiah dengan garam. Pada bagian 
ketiga ini, tidak ditetapkan syarat apapun agar jual beli itu menjadi sah 
dan transaksi diperbolehkan. Artinya tidak mengapa jika penukaran tidak 
sama berat, ukuran, atau jumlahnya dan juga tidak di syaratkan harus 
pada majelis akad yang sama (boleh kredit).  
 
B. Riba 
1. Pengertian Riba 
       Riba secara bahasa berarti penambahan. Dalam kamus disebutkan : ْْر َي
ُوب – َْاِبر  artinya bertambah dan berkembang. Definisi riba menurut ahli fiqh. 
Pengarang Misbah al-Munir sebagaimana dikutip oleh Abdullah “Riba ialah 
kelebihan dan tambahan menurut pendapat yang masyhur. Sesuatu menjadi 
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 riba jika bertambah”.30 Riba dalam pengertian para ahli fikih berbeda-beda 
tetapi satu sama lain saling mendekati. Riba menurut istilah ahli fikih adalah 
penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti  dari 
tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan 
terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di 
dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “Riba” dan 
Al-Qur‟an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang 
diambil sebagai ganti dari tempo.
31
 Pendapat lain mengatakan, “Riba adalah 
penambahan terhadap sesuatu yang sudah ditentukan”. 32 
       Pengertian-pengertian tersebut saling melengkapi satu sama lain, 
menurut Bada‟i as-Shana‟i sebagai mana dikutip Abdullah, riba dalam 
pengertian syara‟ ada dua, yaitu riba fadhl dan riba nasi‟ah. Riba fadhl 
adalah penambahan jumlah suatu barang yang disyaratkan dalam suatu akad 
yang sesuai dengan ketentuan syara‟. Sedangkan yang dimaksud dengan 
riba nasi‟ah adalah adanya kelebihan pembayaran atas barang yang 
dibayarakan secara bertempo atau penambahan barang utang terhadap dua 
barang yang sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang apabila 
keduanya berbeda jenis, atau dalam selain dua barang yang tidak ditakar dan 
tidak ditimbang ketika keduanya sama jenisnya”.33  
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2. Dasar Hukum Riba 
       Keharaman riba telah ditetapkan di dalam Al-Qur‟am, Hadis, dan ijma‟ 
para ulama. Adapun dasar hukum dalam pengharaman riba diantaranya 
adalah : 
a. Al-Qur’an 
ْ ِّسَمْلاْ َنِمْ ُنَاطْي َّشلاْ ُُوطَّبَخَت َيْ يِذَّلاْ ُموُق َيْ اَمَْك َّلَِإْ َنوُموُق َيْ َلَْ َابِّرلاْ َنوُلُكَْأيْ َنيِذَّلا  ْۚ
َْابِّرلاُْلْثِمُْعْي َبْلاْاَمَّنِإْاوُلَاقْْمُهَّ َنِأبَْكِل ََٰذ  َْْۚابِّرلاَْمَّرَحَوَْعْي َبْلاُْوَّللاَّْلَحَأَو  ُْْۚهَءاَجْْنَمَف
ِْوَّللاْىَلِإُْهُرْمَأَوَْفَلَسْاَمُْوَل َفْ َٰىَه َت ْنَافِْوَِّبرْ ْنِمْ ٌةَظِعْوَم  ُْْۚباَحْصَأَْكِئََٰلوَُأفَْداَعْْنَمَو
ِْراَّنلا  َْْۚنوُدِلاَخْاَهيِفْْمُىْ
 
       Artinya : “Orang-orang yang makan  (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran  (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata  (berpendapat). Sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti  (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu  (sebelum dating 
larangan) dan urusannya  (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali  (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).34 
 
       Ayat tersebut menjelaskan mengenai perumpamaan orang yang 
memakan riba seperti kemasukan syetan karena jika sudah melakukan 
riba maka akan selalu terjerumus kedalamnya. Ayat ini juga 
mengandung ancaman terhadap pelaku riba atau seseorang yang 
menghalalkan riba, karena menghalalkannya berarti kufur.  
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ْ ْم ُت ْن ُْك ْن ِإ ْ ا َب ِّر ل ا ْ َن ِم ْ َي ِق َب ْ ا َم ْ اوُر َذَو ْ َوَّل ل ا ْ او ُق َّ ت ا ْ او ُن َم آ ْ َن ي ِذَّل ا ْ ا َه ُّ ي َأ ْ ا َي
ْ ِو ِلو ُسَرَو ْ ِوَّل ل ا ْ َن ِم ْ ٍبْر َح ِب ْ او ُن َذ ْأ َف ْ او ُل َع ْف  َ ت ْ ْم َل ْ ْن ِإ َف ْ َن ي ِن ِمْؤ ُم  ْْۚ ْم ُت ْب  ُ ت ْ ْن ِإ َو
ُْر ْ ْم ُك َل  َ فَْنو ُم َل ْظ ُت ْ َلََو ْ َنو ُم ِل ْظ َت ْ َلَ ْ ْم ُك ِل اَو ْم َأ ْ ُسو ُء 
 
       Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman, 
maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah 
dann Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka 
bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.” 
(QS. Al-Baqarah (2): 278-279).
35
 
        
       Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa apapun yang ada 
dalam transaksi riba ialah kekejian, keburukan, kekeringan hati dan 
kejahatan yang merusak bumi dan manusia sendiri, sehingga jika tidak 
ditinggalkan maka Allah dan Rasul-Nya akan memeranginya.  
b. Hadis 
ِّوَّللاُْلوُسَرَْنَعَل(:َلَاقُْوْنَعُْوَّللاْيِضَرٍْرِباَجْْنَعَْْاَْلِكآْْمَلَسَوِْوْيَلَعُْوَّللاْىلص
َْسْْمُىْ:َلَاقَوْ,ِوْيَْدِىْاَشَوْ,ُوَِبتْاَكوْ,ُوَلِكوُمَوْ,َابْ ِّرلٌْمِلْسُمُْهاَوَرْ)ٌءاَوْ  
 
        Jabir Radliyallahu „anhu berkata:, “Rasulullah SAW melaknat 
pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang 
saksinya.” Beliau bersabda, “mereka itu sama.”. Riwayat Muslim.36 
 
c. Ijma’ 
       Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram. Karena riba 
termasuk ke dalam salah satu dosa besar yang merupakan perbuatan 
ḍhalim yang sangat terlarang dan haram untuk dilakukan bagi semua 
orang tidak hanya untuk sesama muslim namun juga antara muslim 
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dengan non muslim dan riba sangat berbahaya bagi akhlak dan rohani 
manusia.
37
  
3. Macam-Macam Riba 
       Menurut jumhur ulama riba dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
riba fadhl dan riba nasi‟ah, sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah membagi 
riba menjadi tiga bagian yaitu fadhl, nasi‟ah dan al-Yad. Dibawah ini akan 
dijelaskan pengertian masing-masing dari jenis riba tersebut:
38
 
a. Riba Nasi‟ah 
       Riba nasi‟ah secara bahasa berarti penangguhan, riba nasi‟ah ialah 
jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Jenis inilah yang 
terkenal pada zaman jahiliyah. Apabila salah seorang memberikan 
hartanya kepada seseorang yang lain sampai pada waktu tertentu dengan 
syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya 
sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo modalnya akan 
diambil, dan jika pada saat jatuh tempo tidak sanggup membayar, maka 
waktunya dan bunganya akan ditambah.  
b. Riba Fadhl 
       Riba fadhl secara bahasa berarti tambahan, secara istilah ialah 
tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar-
menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah melarang riba jenis 
ini dalam suatu transaksi karena dkhawatirkan akan jatuh pada riba yang 
hakiki yaitu riba nasi‟ah. Syariat telah menjelaskan keharamannya dalam 
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enam barang, yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma 
dan garam. Para ulama telah sepakat mengenai keharaman penambahan 
barang-barang tersebut jika jenisnya sama.  
c. Riba al-Yad (Tangan) 
       Riba yad terjadi dengan berpisahnya salah seorang dari dua pihak 
dari majelis akad sebelum barang diserahkan. Atau dapat dipahami 
bahwa dalam riba yad jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, 
tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi 
penyerahan barang atau harga. 
d. Riba Qarḍhi (Riba Pinjaman) 
       Secara umum pembagian riba terbagi menjadi dua, namun sebagian 
ulama menambah lagi dengan riba qarḍhi yang di dalamnya disyaratkan 
adanya kemanfaatan (keuntungan). Seperti ketika seseorang memberikan 
pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberikan syarat supaya si 
pengutang memberikan manfaat seperti menikahi anaknya. 
4. Pendapat Ulama tentang ‘Illat Riba 
       Mengenai barang-barang yang mengandung riba telah disepakati oleh 
para ulama bahwa terdapat enam barang yang dimasuki riba, yaitu emas, 
perak, gandum putih, gandum merah, kurma dan garam. Selain keenam 
barang tersebut terjadi khilaf di antara para ulama mengenai 
kemungkinannya dimasuki riba, yang menjadikan perdebatan itu ialah 
apakah selain keenam barang tersebut bisa diqiyaskan kepadanya jika 
mempunyai „illat yang sama atau kah tidak.  Ataukah keharaman riba 
44 
 
 
 
terhadap enam barang tersebut dilihat dari segi maknanya, sehingga barang-
barang lain yang mempunyai makna yang sama diqiyaskan kepadanya atau 
hanya melihat bentuk barang tersebut. 
       Berikut ini pendapat-pendapat para ulama yang berkaitan dengan 
barang-barang yang mengandung riba, yaitu:
39
 
a. Madzhab Hanafi 
       „Illat riba fadhl menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang 
yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, 
perak, gandum, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain, jka 
barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang telah disebutkan 
diatas, seperti kurma dengan kurma ditimbang untuk diperjualbelikan dan 
terdapat tambahan dari salah satunya, maka terjadilah riba fadhl. Adapun 
jual beli pada selain barang-barang yang ditimbang seperti hewan, kayu 
dan lainnya tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah 
satunya. 
       „Illat riba nasi‟ah adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada 
pada riba fadhl dan pembayarannya diakhirkan. Riba ini telah biasa 
dikerjakan oleh orang jahiliyah. Seperti seseorang membeli dua kilogram 
beras pada bulan januari dan akan dibayar dengan dua setengah kilogram 
beras pada bulan februari. 
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b. Madzhab Malikiyah 
       „Illat pengharaman riba menurut Malikiyah pada emas dan perak 
adalah harga, sedangkan mengenai „illat riba pada makanan, mereka 
berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi‟ah dan riba 
fadhl. 
       „Illat diharamkannya riba nasi‟ah pada makanan adalah sekedar 
makanan saja, baik karena makanan tersebut terdapat unsur penguat dan 
kuat disimpan lama atau tidak ada unsur kedua tersebut.„Illat 
diharamkannya riba fadhl pada makanan adalah makanan tersebut 
dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Alasan 
ulama Malikiyah menetaokan „illat diatas antara lain, apabila riba 
dipahami agar tidak terjadi penipuan diantara manusia dan dapat saling 
menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok 
kehidupan manusia. 
c. Madzhab Syafi‟i 
       „Illat ada riba emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang 
tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang 
walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga 
sesuatu. „Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan 
dan memenuhi kriteria berikut, yaitu sesuatu yang biasa ditujukan 
sebagai makanan atau makanan pokok, makanan yang lezat atau yang 
dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti yang telah ditentukan 
dalam nash adalah kurma diqiyaskan padanya seperti tin dan anggur 
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kering, dan makanan yang dimaksud untuk menyehatkan badan dan 
memperbaiki makanan, yakni obat. Dengan demikian, riba dapat terjadi 
pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria diatas. 
d. Madzhab Hanbali 
       Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang„illat riba, yang paling 
mashur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja, ulama 
Hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang 
dengan satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan „illat yang 
dikemukakan oleh ulama Syafii. Riwayat ketiga, selain ada emas dan 
perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada 
makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada 
tambahan.  
 
C. Tarjih (ُْحْيِجْر َتْلَْا) 
1. Pengertian Tarjih 
       Secara bahasa tarjih berarti “menguatkan”, secara terminologi 
menurut jumhur ulama ialah menguatkan salah satu dalil yang zhanni dari 
yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut.
40
 
Para ulama telah sepakat bahwa dalil yang rajih (yang dikuatkan) harus 
diamalkan, dan dalil yang marjuh (yang dilemahkan) tidak perlu 
diamalkan. Jumhur ulama menyatakan bahwa tarjih dikhususkan pada 
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permasalahan yang zhanni. Tarjih tidak termasuk pada permasalahan yang 
qath‟i dan juga tidak termasuk pada antara yang qath‟i dan yang zhanni.   
2. Cara Pen-tarjih-an 
       Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa cukup banyak metode yang 
bisa digunakan untuk men-tarjih dua dalil yang bertentangan apabila tidak 
mungkin dilakukan dengan cara at-jam‟u baina at-taufiq dan nasakh. Cara 
pen-tarjih-an dibagi menjadi dua yaitu:
41
 
a. at-Tarjih bain an-Nushush 
Tarjih dalam bentuk ini, terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu 
1) Dari segi sanad 
       Dengan cara menguatkan salah satu nash dari segi sanadnya, 
pen-tarjih-an dengan melihat riwayat itu sendiri, pen-tarjih-an 
melalui cara menerima hadis dari Rasul.  
2) Dari segi matan 
       Dengan cara teks yang mengandung larangan diutamakan dari 
teks yang mengandung perintah, karena menolak kemudharatan 
lebih utama dari mengambil manfaat, teks yang mengandung 
perintah didahulukan dari pada teks yang mengandung kebolehan 
karena melaksanakan perintah berarti sekaligus melaksanakan yang 
hukumnya boleh, makna hakikat dari suatu lafazh lebih diutamakan 
dari pada makna majazi-nya, dalil khusus diutamakan dari dalil 
umum, teks umum yang belum dikhususkan lebih diutamakan dari 
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teks umum yang telah di-taksis, teks yang sifatnya perkataan lebih 
diutamakan dari teks yang sifatnya perbuatan, teks yang muhkam 
lebih diutamakan dari teks yang mufassar, teks yang sharih (jelas) 
didahulukan dari teks yang bersifat sindiran. 
3) Dari segi hukum atau kandungan hukum 
       Dengan cara yaitu teks yang mengandung bahaya menurut 
jumhur ulama lebih diutamakan dari teks yang membolehkan karena 
berdasarkan hadis Rasul yang menyebutkan bahwa “tidaklah 
berkumpul antara yang halal dengan yang haram, kecuali yang 
haram lebih dominan”, teks yang menetapkan lebih diutamakan dari 
teks yang meniadakan, karena teks yang bersifat menetapkan 
memberi informasi tambahan, apabila isi suatu teks menghindarkan 
terpidana dari hukuman dan teks lain mewajibkan terpidana 
mendapatkan hukuman maka yang dipilih ialah yang pertama, teks 
yang mengandung hukuman lebih ringan didahulukan dari teks yang 
di dalamnya mengandung hukuman berat. 
4) Tarjih menggunakan faktor (dalil) lain di luar nash 
       Dengan cara mendahulukan salah satu dalil yang didukung oleh 
dalil lain, baik Al-Qur‟an, Sunnah, Ijma‟, Qiyas, dan lain-lain, 
mendahulukan salah satu dalil yang didukung oleh amalan ahli 
Madinah karena mereka lebih mengetahui persoalan turunnya Al-
Qur‟an dan penafsirannya, menguatkan dalil yang menyebutnya 
„illat hukum dari suatu nash serta dalil yang mengandung asbab an-
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nuzul dan asbab al-wurud dari dalil yang tidak memuat hal tersebut, 
mendahulukan dalil yang didalamnya menuntut sikap waspada dari 
dalail yang tidak, mendahulukan dalil yang diikuti dengan perkataan 
atau pengamalan dari perawinya dari dalil yang tidak. 
b. at-Tarjih baina al-Qiyas 
       Tarjih dalam bentuk ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: 
1) Dari segi hukum ashl 
       Dengan cara menguatkan qiyas yang ukum asalnya qath‟i 
dariyag zhanni, menguatkan qiyas yang landasan dalilnya ijma dari 
qiyas yang dalilnya nash, sebab nash tidak bisa di-takhsis, di-takwil, 
dan di-nasakh sedangkan ijma tidak, menguatkan qiyas yang 
didukung dalil yang khusus, menguatkan qiyas yang sesuai dengan 
kaidah-kaidah qiyas dari yang tidak, menguatkan qiyas yang telah 
disepakati para ulama tidak akan di-nasakh, menggunakan qiyas 
yang hukum asalnya bersifat khusus. 
2) Dari segi hukum cabang 
       Dengan cara menguatkan hukum cabang yang datangnya 
kemudian dibandingkan dengan hukum asalnya, menguatkan hukum 
cabang yang „illat-nya diketahui secara qath‟i dari yang diketahui 
secara zhanni, menguatkan hukum cabang yang ditetapkan 
berdasarkan sejumlah logika nash dari hukum cabang yang hanya 
didasarkan pada logika nash tafshil. 
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3) Dari segi „illat 
       Dari segi „illat dibagi lagi menjadi dari segi penetapan „illat 
yaitu menguatkan „illat yang disebutkan dalam nash atau disepakati 
sebagai „illat dari yang tidak demikian, menguatkan „illat yang 
dilakukan dengan cara as-sibru wa at- taqsim (pengujian, analisis, 
pemilahan „illat) yang dilakukan para mujtahid dari „illat yang hanya 
menggunakan metode munasabah antara „illat dengan hukum, dan 
menguatkan „illat yang didalamnya terdapat isyarat nash dari „illat 
yang ditetapkan melalui munasabah karena syarat nash lebih baik 
dari dugaan seorang mujtahid, dan dari segi sifat „illat ialah 
menguatkan „illat yang bisa diukur dari yang relatif, menguatkan 
„illat yang sifatnya bisa dikembangkan pada hukum lain dari yang 
terbatas pada satu hukum saja, menguatkan „illat yang berkaitan 
dengan masalah yang penting dari bersifat hajiyat (penunjang), 
menguatkan „illat yang jelas melatarbelakangi suatu hukum, dari 
„illat yang bersifat indikator saja terhadap latar belakang hukum. 
4) Dari faktor luar 
       Pen-tarjih-an dilakukan dengan cara menguatkan qiyas yang 
didukung lebih dari satu „illat, menguatkan qiyas yang didukung 
oleh pendapat sahabat, menguatkan „illat yang bisa berlaku untuk 
seluruh furu‟ dari yang hanya berlaku untuk sebagian, menguatkan 
qiyas yang didukung lebih dari satu dalil.
42
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D. Ijtihad 
1. Pengertian Ijtihad 
       Kata “Ijtihad” berasal dari akar kata  ْْهَجْلآ(ُْد) yang berarti upaya sungguh-
sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran.
43
 Dalam 
istilah para ahli ilmu ushul fikih ialah mencurahkan daya kemampuan untuk 
menghasilkan hukum syar‟i dari dalil-dalil syar‟i yang terperinci.44 
Sementara, menurut sebagian ulama ushul fikih lainnya, ijtihad ialah usaha 
mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam 
menetapkan hukum-hukum syara maupun untuk mengamalkan dan 
menerapkannya. Berdasarkan pengertian ini ijtihad mengandung dua faktor, 
yaitu ijtihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya 
dan ijtihad yang khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum.
45
 
       Apabila suatu kasus yang hendak diketahui hukumnya, ternyata telah 
ditunjukkan hukum syara‟nya oleh dalil yang sharih (yang jelas) dan qath‟i 
dari segi sumber dan pengertiannya, maka tidak ada peluang untuk ber-
ijtihad di dalamnya, tetapi wajib melaksanakan pengertian yang telah 
ditunjukkan oleh nash tersebut. Adapun apabila kasus yang hendak 
diketahui hukumnya telah dijelaskan oleh dalil nash yang bersifat zhanny 
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dan dalalahnya juga zhanny, atau salah satu dari keduanya zhanny, maka ada 
peluang untuk melakukan ijtihad.
46
 
       Apabila terdapat seorang mujtahid yang melakukan ijtihad dalam 
sebuah masalah yang ijtihadiyyah yaitu masalah yang dalil-dalilnya 
bertentangan, sehingga banyak ulama uang berselisih pendapat, kemudian  
ia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut, lalu setelah itu terdapat pendapat 
yang dipandang lebih kuat kemudian ia memilih pendapat yang lebih kuat 
tersebut, maka ijtihadnya yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihad yang 
pertama. Seperti ada kaidah fiqh di bawah ini:
47 
 ِداَهِت اجِ الْاِب ُضَق انُي َلْ ُداَهِت اِج اَلْا 
Artinya : “Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain” 
 
       Kaidah tersebut berlaku bagi masalah-masalah yang bersifat 
ijtihadiyyah atau terjadi khilaf. Hal ini karena akan menyebabkan tidak 
adanya hukum yang tetap dan akan berakibat pada adanya hukum yang 
menggantung karena masih ada kemungkinan dibatalkan dengan ijtihad 
yang baru. 
2. Bentuk-bentuk Ijtihad 
       Bentuk-bentuk ijtihad dari sisi jumlah pelakunya dibagi menjadi dua 
macam, yaitu: 
a. Ijtihad Fardi 
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            Menurut al-Thayyib Khuderi al-Sayyid, sebagaimana dikutip oleh 
Satria Effendi bahwa yang dimaksud dengan ijtihad fardi adalah ijtihad 
yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang Mujtahid. 
Misalnya, ijtihad yang dilakukan oleh para imam besar (Imam Abu 
Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Ahmad bin Hanbal). 
b. Ijtihad Jama‟i 
       Ijtihad Jama‟i adalah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang 
atau yang dikenal dengan Ijma‟ dalam kitab-kitab ushul fikih yaitu 
kesepakatan para Mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah 
Rasulullah wafat dalam masalah tertentu. Ijtihad Jama‟i merupakan 
kegitan ijtihad yang melibatkan berbagai disiplin ilmu disamping ilmu 
fikih itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas  
3. Metode ijtihad kontemporer 
       Metode ijtihad kontemporer, terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Ijtihad Intiqā‟i atau Ijtihad Tarjīḥi 
       Ijtihad Intiqā‟i atau ijtihad Tarjīḥi adalah ijtihad yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih 
terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis 
dalam kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya 
dan lebih relevan dengan kondisi kita yang sekarang ini. Dalam hal ini 
Mujtahid Muntaqi bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi 
dalil-dalil dan argumen-argumen dari masing-masing pendapat, 
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kemudian diberikan preferensinya terhadap  suatu pendapat yang 
dianggap kuat dan dapat diterima. Dalam hal ini, mempelajari fikih 
perbandingan dalam filsafat hukum Islam menjadi penting. Dalam rangka 
melakukan ijtihad Intiqā‟i ini sudah seharusnya tidak membatasi diri 
dengan empat mazhab saja, melainkan harus menjangkau mazhab lain, 
baik yang telah dikenal ataupun tidak, sekalipun itu bukan aliran Sunni. 
Yang perlu diperhatikan dan diteliti ialah bahwa pendapat itu didasari 
oleh dalil yang kuat serta harus dilihat apakah pendapat itu cocok dengan 
zaman sekarang, lebih itu harus dilihat apakah pendapat itu sesuai dengan 
tujuan disyariatkannya hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī‟ah).48 
2. Ijtihad Insyā‟i 
        Ijtihad Insyā‟i adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum 
mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para 
ahli fikih terdahulu. Dalam ijtihad ini perlu pemahaman yang 
menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. 
Sulit bagi Mujtahid mansyi‟i untuk dapat menetapkan hukumnya dengan 
baik dan benar tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus 
baru itu. Dalam hal ini, ijtihad jama‟i mutlak diperlukan, karena 
keterbatasan pengetahuan seseorang serta semakin ketatnya disiplin ilmu 
pada masa sekarang. Hal yang perlu mendapat perhatian dari orang yang 
akan melakukan ijtihad insyā‟i adalah mengenai tujuan disyariatkan 
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hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī‟ah), sebab pada dasarnya semua metode 
penetapan hukum dalam Islam bermuara pada hal tersebut.
49
 
 
E. Maṣlaḥah Mursalah (ُْةَلَسْرُمَْلاُْةَحَلْصَمَْلا) 
1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 
       Kata “Maṣlaḥah” merupakan bentuk masdar dari kata kerja shalaha 
(   حلص ), yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, 
layak, sesuai. Dari segi lafadznya, kata maṣlaḥah setara dengan maf‟alah 
dari kata as-salah yang mengandung makna keadaan sesuatu dalam 
keadaanya yang sempurna, ditinjau dari dari kesesuaian fungsi sesuatu itu 
dengan peruntukannya.
50
 Kata maṣlaḥah telah diadopsi kedalam Bahasa 
Indonesia menjadi kata “maslahat”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
disebutkan bahwa maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan 
(keselamatan).
51
 Secara terminologis maṣlaḥah adalah kemanfaatan yang 
dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan 
agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri, keturunan, akal 
budi dan pemeliharaan kekayaan.
52
     
       Al-Mursalah adalah isim maf‟ul (obyek) dari kata dasar )لسر), dengan 
penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi (لسرا) yang 
secara etimologis artinya terlepas. Kata terlepas ini bila dihubungkan 
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dengan kata maṣlaḥah maksudnya ialah terlepas dari keterangan yang 
menunjukan boleh atau tidak boleh dilakukan.
53
  
       Sehingga secara mutlak para ahli ushul fiqh mengartikan maṣlaḥah 
mursalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan 
oleh syar‟i, serta tidak ada dalil syara yang menerangkan atau membatalkan. 
Misalnya, kemaslahatan dalam mensyari‟atkan adanya penjara, percetakan 
uang, penentuan pajak dan lain-lain, hal ini tidak disyari‟atkan dalam 
hukum Islam, namun hal ini membawa kepada kemaslahatan dan tidak ada 
dalil syara‟ yang menunjukan terhadap kesalahan atau kebenarannya.54 
Maṣlaḥah mursalah digunakan untuk menjawab kasus atau permasalahan 
yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
55
 Metode ini 
dianggap mampu mendobrak kebekuan hukum Islam dan mampu menggali 
serta mengeksplorasi makna-makna tersirat yang masih mengendap di balik 
teks-teks Al-Qur‟an dan Hadis yang memiliki makna yang luas.56 
2. Jenis-jenis Maṣlaḥah Mursalah 
       Untuk mengetahui lebih dalam tentang maṣlaḥah mursalah, kita perlu 
mengetahui jenis-jenis maṣlaḥah mursalah ditinjau dari beberapa segi. 
Jenis-jenis maṣlaḥah mursalah dengan meninjaunya dari beberapa segi, 
yaitu: 
a. Ditinjau dari tingkat kekuatan maṣlaḥah mursalah 
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       Imam asy-Syatibi menjelaskan bahwa para ulama sepakat 
menyimpulkan bahwa Allah menetapkan ketentuan syari‟at dengan 
tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (ad-darūriyyāt al-
khams) atau yang biasa disebut maqāsid asy-syar‟iyyah (tujuan-tujuan 
syara‟). Kelima unsur itu diantaranya ialah memelihara agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara 
kelima dasar itu disebut dengan al- maṣlaḥah al-khamsah. Sebaliknya, 
semua yang bertentangan dengannya dipandang sebagai al-mafsadah. 
b. Ditinjau dari segi pemeliharaan maṣlaḥah  
       Ditinjau dari segi upaya mewujudkan maqāsid asy-syar‟iyyah, ulama 
membaginya kepada tiga kategori, yaitu: 
1) Al-maṣlaḥah ad-darūriyyah (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan 
memelihara kelima unsur pokok manusia yang keberadaannya bersifat 
mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima 
unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam 
kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, 
maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan 
manusia. 
2) Al- maṣlaḥah al-hājiyyah (kemaslahatan sekunder) ialah sesuatu yang 
diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan 
menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur 
pokok diatas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini 
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tidak tercapai, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. 
3) Al- maṣlaḥah at-Tahsīniyyah (kemaslahatan tersier) ialah memelihara 
kelima unsur pokok tujuan manusia dengan cara meraih dan 
menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan 
hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang 
sebaliknya oleh akal yang sehat. 
c. Ditinjau dari segi cakupan maṣlaḥah 
       Ditinjau dari sisi cakupan al- maṣlaḥah, jumhur ulama membagi 
menjadi tiga bagian, yaitu al- maṣlaḥah yang berkaitan dengan semua 
orang, yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua 
orang, dan al- maṣlaḥah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. 
Pembagian al- maṣlaḥah pada tiga bagian ini bermakna ketika terjadi 
pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. dalam hal ini, 
jumhur ulama berpendapat, kemaslahatan yang lebih umum didahulukan 
atas kemaslahatan yang ada dibawahnya. 
d. Ditinjau dari ada tidaknya perubahan pada al- maṣlaḥah 
       Menurut Musthafa Syalabi, sebagai mana dikutip oleh Usman, 
bahwa ditinjau dari ada tidaknya perubahan pada al- maṣlaḥah dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) Al- maṣlaḥah yang mengalami perubahan yang sejalan dengan waktu 
atau lingkungan dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini 
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hanya terjadi pada masalah yang berkitan dengan muamalah dan 
kebiasaan. 
2) Kemaslahatan yang tidak pernah berubah dan bersifat tetap hingga 
akhir zaman. Kemaslahatan ini tetap walaupun waktu, lingkungan, 
dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan telah 
berubah. Kemaslahatan yang berkaitan dengan ini ialah terkait 
masalah ibadah. 
3. Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah 
       Para ulama ushul fikih berbeda pendapat dalam menjadikan maṣlaḥah 
mursalah sebagai landasan hukum dalam bidang muamalat dengan disertai 
alasan-alasannya masing-masing. Pendapat yang menggunakan maṣlaḥah 
mursalah, seperti ulama kalangan Malikiyah, Hanabilah dan sebagian 
Syafi‟iyah berpendapat bahwa dalil maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan 
landasan hukum dan mengemukakan tiga alasan, yaitu sebagai berikut:
57
 
a. Banyak para sahabat yang telah menggunakan praktik maṣlaḥah 
mursalah, diantaranya sahabat mengumpulkan al-qur‟an ke dalam 
beberapa mushaf, Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan 
menanggung ganti rugi kepada para tukang, padahal menurut hukum 
asal, kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi 
seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, 
mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya, Umar 
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bin Khatab sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air guna 
memberi pelajaran kepada mereka. 
b. Adanya maṣlaḥah sesuai dengan sesuai dengan maqasid syari‟ah, artinya 
dengan mengambil maṣlaḥah berarti sama dengan merealisasikan 
maqasid syari‟ah. Sebaliknya mengenyampingkan maṣlaḥah berarti 
mengesampingkan maqasid syari‟ah. Sedangkan mengenyampingkannya 
adalah batal. Sehingga wajib menggunakan dalil maṣlaḥah atas dasar 
bahwa ia adalah sumber hukum pokok (ashl) yang berdiri sendiri. 
Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), 
bahkan terjadi sinkronisasi antara maṣlaḥah dan maqasid syari‟ah.   
c. Jika maṣlaḥah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung 
manfaat selama masih berada dalam konteks-konteks syari‟ah, maka 
dikawatirkan akan mengalami kesulitan dan kesempitan. 
       Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi‟iyah dan Hanafiyah 
tidak memakai dalil maṣlaḥah mursalah sebagai landasan pembentukan 
hukum, dengan alasan sebagai berikut:
58
  
a. Maṣlaḥah yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada 
salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung 
mencari keenakan. Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari‟at 
Islam. 
b. Maṣlaḥah andaikan dapat diterima (mu‟tabarah) maka termasuk kedalam 
kategori qiyas dalam artian umum, andaikan tidak mu‟tabarah, maka ia 
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tidak tergolong qiyas. Tidak dibenarkan suatu anggapan yang 
mengatakan bahwa pada suatu perkara terdapat maṣlaḥah mursalah 
sementara maṣlaḥah itu tidak termasuk kedalam nash. 
c. Mengambil dalil maṣlaḥah tanpa berpegang pada nash terkadang akan 
berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syara‟ dan tindakan 
kelaliman terhadap rakyat dengan dalil maṣlaḥah. 
d. Seandainya kita memakai maṣlaḥah sebagai sumber hukum pokok yang 
berdiri sendiri, maka akan menimbulkan perbedaan pendapat perorangan 
dalam suatu perkara.  
4. Syarat-syarat Maṣlaḥah Mursalah 
        Pada dasarnya mayoritas ulama ushul fikih sepakat menerima metode 
maṣlaḥah mursalah. Namun untuk menggunakan metode tersebut mereka 
memberikan beberapa syarat yang ekstra ketat. Menggunakan maṣlaḥah 
mursalah tanpa persyaratan-persyaratan tertentu sangat besar kemungkinan 
jatuh kepada keinginan hawa nafsu. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan-
persyaratan penggunaan maslahat agar tetap berada dalam nilai-nilai 
syari‟ah.59 Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan metode 
maṣlaḥah mursalah memberikan persyaratan sebagai berikut:60 
a. Maṣlaḥah tersebut bersifat reasonable atau masuk akal dan relevan 
dengan kasus hukum yang ditetapkan. Esensinya harus masuk akal, 
artinya jika ia dikemukakan kepada orang-orang yang berakal sehat, 
maka ia akan terima tanpa ragu. 
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b. Maṣlaḥah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan 
menghilangkan kesulitan, dengan cara menghilangkan madharrat. Dalam 
pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak 
diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan.  
c. Maṣlaḥah harus sesuai dengan maksud di syari‟atkan hukum (maqāsid 
asy-syar‟iyyah) dan tidak bertentangan dengan dali syara‟ yang qathi.  
       Sementara itu Abdul al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah, sebagaimana 
dikutip oleh Djazuli, memberikan pula persyaratan dalam penggunaaan 
maṣlaḥah mursalah agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun 
syarat-syaratnya bila digabung dari kedua guru besar tersebut adalah sebagai 
berikut:
61
  
a. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan maqāsid asy-syar‟iyyah, 
dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz‟i yang qath‟i 
wurudl dan dalalahnya. 
b. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada 
pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita 
yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak 
kemadaratan. 
c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 
d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.        
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       Berdasarkan persyaratan tersebut, maslahat yang dikemukakan oleh 
para ulama ushul fikih diatas, dapat dipahami bahwa kemaslahatan agar 
dapat dijadikan landasan hukum itu harus bersifat umum, harus hakiki dan 
tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. Terlihat bahwa maṣlaḥah 
mursalah dengan maqāsid asy-syar‟iyyah memiliki hubungan yang erat. 
 
F. Sadd aż- żarīah (ُْةَع ِْير َّذلاْ ُّدَس) 
1. Pengertian Sadd aż- żarīah 
      Sadd aż- żarīah berasal dari kata Sadd yang secara bahasa berarti 
“menutup”, dan kata aż- żarīah yang berarti wasilah (perantaraan). Sadd aż- 
żarīah secara terminologi ahli hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi 
perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.penetapan 
hukum berdasarkan  sadd aż- żarīah  dalah cara menetapkan suatu hukum 
berdasarkan kepada akibat dari suatu perbuatan.
62
 Dalam hal ini, ketentuan 
hukum yang dikenakan pada sadd aż- żarīah selalu mengikuti ketentuan 
hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.
63
 Sehingga 
perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah dan perbuatan yang 
membawa ke arah haram adalah haram. Seperti pada kaidah dibawah ini 
yaitu: 
ِْدِصَاَقَملاُْمْكُحِْلِئاَسَوِلل 
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“Hukumnya washilah (jalan atau cara menuju kepada tujuan) sama dengan 
hukumnya tujuan”. 
  
       Berdasarkan kaidah tersebut maka hukum dibagi menjadi dua, yaitu 
tujuan atau maqasid syariah yang berupa kemaslahatan dan wasaail atau 
cara yaitu jalan yang menuju kepada tercapainya tujuan. Contohnya, shalat 
Jumat wajib bagi laki-laki, maka meninggalkan jual beli pada waktu shalat 
Jumat demi bisa melaksanakan shalat Jumat adalah wajib pula.
64
 
      Menurut Abdul Kim Zaidan Sadd aż- żarīah berarti menutup jalan yang 
membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. sedangkan Imam al-Syathibi 
mendefinisikan sadd aż- żarīah dengan melakukan suatu pekerjaan yang 
semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu 
kemafsadatan. Dengan kata lain, ialah seseorang yang melakukan suatu 
perbuatan yang dasarnya boleh dilakukan karena mengandung suatu 
kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu 
kemafsadatan.
65
        
       Sadd aż-żarīah juga diartikan sebagai upaya mujtahid untuk 
menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya 
mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau 
tindakan lain yang dilarang. Metode ini lebih bersifat preventif. Artinya, 
segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang 
haram, maka hukumnya menjadi haram.
66
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       Sadd aż- żarīah ada yang untuk menolak mafsadat dan juga ada sadd 
aż- żarīah yang digunakan untuk mencapai maslahat, seperti dikatakan oleh 
al-Qarafi, sebagaimana dikutip Dzajuli `bahwa “sadd aż- żarīah 
sebagaimana wajib untuk menutup jalan juga wajib untuk membuka jalan.
67
  
2. Macam-Macam Sadd aż- żarīah 
       Para ahli ushul fiqh membagi sadd aż- żarīah menjadi dua kategori. 
Sadd aż-żarīah dilihat dari segi kualitas mafsadatnya dan dari segi jenis 
mafsadatnya. 
a. Sadd aż-żarīah dari segi kualitas mafsadat-nya 
       Menurut Imam al-Syathibi sadd aż-żarīah dari segi kualitas 
mafsadat-nya, terbagi menjadi empat macam, yaitu:
68
 
1) Sadd aż- żarīah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa 
kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum 
yang situasi yang gelap. Terhadap  yang semacam ini, para ahli ushul 
fikih sepakat menetapkan keharamannya. 
2) Sadd aż- żarīah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada 
mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau 
perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap yang 
seperti ini, para ahli ushul fikih juga sepakat menetapkan 
keharamannya.  
3) Sadd aż- żarīah yang jarang atau kecil kemungkinan membawa 
kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan tanaman 
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anggur. Terhadap yang semacam ini, para ushul fikih sepakat 
menetapkan kebolehannya. 
4) Sadd aż- żarīah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) 
akan membawa kepada mafsadah. Misalnya transaksi jual beli secara 
kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi yang demikian akan 
membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai yang 
semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang 
mengatakan bahwa perbuatan itu harus dilarang atau menjadi haram 
atas dasar sadd aż- żarīah dan ada pendapat yang mengatakan 
sebaliknya. 
b. Sadd aż- żarīah dari segi jenis mafsadatnya 
       Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sadd aż- żarīah dari segi jenis 
mafsadat yang ditimbulkan terbagi menjadi dua, yaitu:
69
 
1) Perbuatan itu membawa kepada suatu mafsadat. Misalnya, meminum 
minuman keras dapat menimbulkan mabuk, dan mabuk itu merupakan 
suatu mafsadat. 
2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang diperbolehkan bahkan 
dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang 
haram, baik dengan tujuan yang disengaja ataupun tidak. Perbuatan 
yang mempunyai tujuan yang disengaja. Misalnya, seorang yang 
menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan 
agar suami pertama dapat menikahinya lagi (nikah al-tahlil). 
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Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula 
seperti seseorang yang memaki-maki ibuk bapak orang lain. 
Akibatnya, orang tuanya sendiri akan dibalas caci makiannya.  
       Dari kedua macam sadd aż- żarīah ini, Ibnu Qayyim membaginya 
lagi kepada dua macam, yaitu perbuatan tersebut maslahatnya lebih 
kuat dari pada mafsadatnya dan perbuatan tersebut mafasadat-nya 
lebih besar dari pada maslahatnya. Dari kedua macam perbuatan sadd 
aż- żarīah tersebut, oleh Ibnu Qayyim diklasifikasikan kedalam empat 
kategori, yaitu: 
a) Perbuatan yang secara sengaja ditunjukkan untuk suatu 
kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara‟. Seperti meminum 
minuman keras. 
b) Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi ditunjukkan untuk 
melakukan kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara‟. 
Seperti nikah tahlil pada talak bain. 
c) Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak 
bertujuan untuk kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara‟. 
Seperti mencaci maki sesembahan kaum musyrik yang berakibat 
munculnya cacian yang sama kepada Allah. 
d) Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang ditimbulkan 
ada maslahat dan mafsadat-nya. Dalam kategori ini dilihat dulu, 
apabila maslahatnya lebih banyak maka boleh, dan begitu pula 
sebaliknya. 
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       Terlepas dari kategori mana sadd aż- żarīah yang harus dilarang atau 
diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil sadd aż- żarīah 
berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari 
mafsadah.   
3. Kehujjahan Sadd aż- żarīah 
        Para imam mazhab dalam menetapkan suatu hukum memiliki ciri khas 
sendiri-sendiri. Dikalangan ulama ushul fikih terjadi perbedaan pendapat 
dalam menggunakan sadd aż- żarīah sebagai landasan hukum. Sadd aż- 
żarīah pada mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi‟i tidak dipergunakan, 
namun dapat dipergunakan dalam masalah-masalah tertentu saja dan 
menolaknya dalam masalah lain, artinya kemaslahatan dan ke-mafsadat-an 
yang akan muncul sebagai akibat dari sadd aż- żarīah itu harus benar-benar 
jelas. Namun, Imam Malik dan Hanbali menggunakan sadd aż- żarīah 
sebagai dasar istinbaṭh. Sadd aż- żarīah dikatakan sebagai dasar Istinbaṭh 
untuk menetapkan sebuah hukum karena asal-usul dalam mengungkapkan 
sarana-sarana (dzara‟i) adalah penalaran atau memperhatikan kejadian-
kejadian amal perbuatan, maka suatu perbuatan itu dihukum berdasarkan 
tujuannya, baik sarana itu menjadikan suatu hukum atau tidak. Maka apabila 
perbuatan itu dapat menunaikan suatu tuntutan maka dituntutlah perbuatan 
itu, dan jika perbuatan itu membawa kepada keburukan maka perbuatan 
tersebut tercegah untuk dilakukan.
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4. Ketentuan Sadd aż- żarīah 
       Dalam penggunaan sadd aż- żarīah, perlu diperhatikan bahwa 
penggunaanya jangan terlalu berlebih-lebihan, penggunaan yang berlebih-
lebihan dalam sadd aż- żarīah akan mengakibatkan melarang yang kepada 
yang mubah. Berkenaan sadd aż- żarīah, ada ketentuan yang harus 
diperhatikan, yaitu: 
a. Sadd aż- żarīah digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan 
dari mafsadat yang terdapat dalam nash dan sudah tentu.  
b. Mengenai masalah-masalah tertentu yang berhubungan dengan amanah 
(tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa kemudharatan meninggalkan 
amanat lebih besar daripada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar 
sadd aż- żarīah. 
       Seperti tidak mau memelihara harta anak yatim karena takut dhalim atas 
dasar sadd aż- żarīah, jelas terlantarnya harta anak yatim. Lalu menolak 
menjadi saksi karena takut dusta jelas menyebabkan hilangnya 
kemaslahatan untuk umat manusia, karena itu prinsip sadd aż- żarīah tidak 
hanya melihat kepada niat dan maksud perorangan, tetapi juga melihat 
kepada kemanfaatan umum dan menolak ke-mafsadat-an yang bersifat 
umum.
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 BAB III 
DESKRIPSI 
FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 DAN PEMIKIRAN 
ERWANDI TARMIZI TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK 
TUNAI 
 
A. DSN-MUI 
1. Profil DSN-MUI 
a. Sejarah DSN-MUI 
       Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri sejak tanggal 7 Rajab 
1935 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Ibu kota 
Indonesia, Jakarta.
1
 Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 
musyawarah para ulama, zu‟ama, dan cendikiawan muslim serta 
menjadi pengayom bagi seluruh muslim di Indonesia yang 
berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah 
sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.
2
 
       MUI merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan atau 
musyawarah ulama, cendikiawan dan zu‟ama yang datang dari 
seluruh penjuru tanah air, yang diwakili oleh dua puluh enam orang 
ulama yang mewakili masing-masing povinsi yang ada di Indonesia 
pada saat itu yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat 
pusat, yaitu Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. 
Al Washliyah, Math‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al 
Ittihadiyyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan 
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“Profil MUI” dikutip dari https://mui.or.id/sejarah-mui/ diakses pada 03 Desember 2018.  
2Ma‟ruf Amin, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Bidang Sosial dan Budaya, 
(Jakarta: Erlangga, 2014), hlm 24.  
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Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang 
tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dalam 
perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama 
Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu‟ama dan 
cendekiawan muslim berusaha untuk, memberikan bimbingan dan 
tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan 
kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah, 
memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya ukhwuwah Islamiyah dan kerukunan 
antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan 
bangsa serta, menjadi penghubung antara ulama dan umaro 
(pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan 
pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, 
meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga 
Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan 
tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan 
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
 3 
       
Lalu pada 29-31 Juli 1997, dalam Loka Karya Ulama tentang 
Reksa Dana Syariah, terdapat rekomendasi untuk membuat suatu 
lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi Islam. 
Atas dasar tersebut maka pada tanggal 10 Februari 1999, MUI 
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membentuk DSN melalui SK-MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 
tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional Yang mempunyai 
tugas pokok yaitu mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan 
prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan 
pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan 
syari`ah.
4
Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, 
Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, 
Pesantren dan para praktisi perekonomian Syariah.
5
 
        Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (disingkat 
DSN-MUI), dalam bahasa Arab dinamakan “al-Hai‟ah al-
Syar‟iyyah al-Waṭhaniyyah–Majlis al-Ulama al-Indunisiyyi”, dalam 
bahasa Inggris dinamakan “National Sharia Board-Indonesian 
Council of Ulama” adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI 
dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam 
rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan 
ekonomi syariah di Indonesia.
6
 
        DSN-MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI yang 
secara strukturnya berada di bawah MUI dan bertugas menangani 
masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang 
berhubungan langsung dengan lembaga keuangan ataupun 
                                                          
4
Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum 
Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm 
144-145.  
5
Keputusan DSN MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan 
Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan (2).  
6
AD-ART DSN-MUI, Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1.  
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lainnya.
7
Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional sebagai suatu 
lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan 
syariah di Indonesia. pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI 
dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para 
ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 
ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat 
berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan 
nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
8
  
        Sehingga dengan dibentuknya DSN-MUI ini terdapat pembagian 
tugas dalam menetapkan fatwa antara MUI dan DSN-MUI, yaitu 
fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia ialah fatwa 
tentang kehalalan produk makanan dan minuman, obat-obatan dan 
kosmetika, tentang masalah ibadah serta masalah-masalah yang 
berkaitan dengan sistem keagamaan dan sisetem kemasyarakatan, 
seperti perkembangan pemikiran, aliran keagamaan, kesehatan, 
masalah keagamaan dan lain sebagainya dan fatwa yang ditetapkan 
oleh DSN-MUI ialah yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam 
dan aktivitas lembaga keuangan syariah.
9
 
        Secara yuridis, DSN pada awalnya diakui keberadaanya dalam 
SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 Tentang Bank 
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Dimana dalam Pasal 31 SK 
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Panji Adam, Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Amzah), hlm 178.  
8
 Ibid.  
9
Mashudi, Kontruski Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal, 
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hlm 40.   
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tersebut ditentukan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkam untuk memerhatikan 
fatwa Dewan Syariah Nasional. Eksistensi DSN juga diakui dalam 
berbagai Peraturan Bank Indonesia, antara lain PBI No. 
11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank 
Konvensional menjadi Bank Syariah. Serta pada Undang-undang 
Nomr 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tersirat 
mengakui eksistensi dan otoritas Dewan Syariah Nasional yang 
secara tersurat menyebutkan tentang kewajiban LKS dalam 
kesesuaian produk dan jasanya, wajib tunduk pada prinsip syariah 
yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia lalu diaplikasikan 
dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.
10
 
b. Tugas dan Wewenang DSN-MUI 
       Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa 
di bidang ekonomi syariah mempunyai tugas dan wewenang yang 
termuat dalam Pedoman Dasar DSN-MUI Bab IV Keputusan Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000, yaitu 
sebagai berikut:
11
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1) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bertugas: 
a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 
khususnya. 
b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 
c) Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keuangan 
syariah. 
d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 
2) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
berwenang: 
a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah 
di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi 
dasar tindakan hukum pihak terkait. 
b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan 
atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, 
seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 
c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi 
nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas 
Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. 
d) Megundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk 
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar 
negeri. 
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e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah 
untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah 
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 
f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 
c. Kedudukan, Status dan Keanggotaan DSN-MUI 
       Kedudukan Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari 
Majelis Ulama Indonesia yang secara strukturnya berada di bawah 
MUI yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan 
ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga 
keuangan dan memiliki tugas dalam menetapkan fatwa-fatwa yang 
berkaitan dengan masalah ekonomi Islam dan aktivitas lembaga 
keuangan syariah Indonesia. Mekanisme MUI dalam masalah 
keuangan syariah mendelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional 
(DSN), sehingga proses fatwa keuangan syariah dan seleksi terhadap 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan oleh Dewan Syariah 
Nasional (DSN) yang kemudian disahkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia.
12
 
       DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapatkan legitimasi 
dari Bank Indonesia yang merupakan lembaga pemegang otoritas di 
bidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi 
Bank Indonesia No. 32/34/1999 dimana pada Pasal 28 dan Pasal 29 
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“jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksud belum difatwakan oleh 
DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan 
kegiatan usaha tersebut”. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka 
dapat dikatakan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga satu-satunya 
yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa 
tentang ekonomi dan keuangan syariah, dan juga memberikan 
ketentuan hukum kepada lembaga keuangan syariah dalam 
menjalankan kegiatannya.
13
  
       DSN membantu pihak-pihak terkait seperti Departemen 
Keuangan, Bank Indonesia dalam menyusun peraturan atau 
ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Keanggotaa Dewan 
Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar 
dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Dimana 
keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 
lima tahun.
14
 
d. Mekanisme dan Tata Kerja DSN-MUI 
       Mekanisme kerja yang disusun dalam keputusan Majelis Ulama 
Indonesia tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional 
(DSN), pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tugas dan 
wewenang DSN. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat tiga unsur 
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Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer:Dari teori ke 
Aplikasi, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 219.  
14Ma‟ruf Abdillah, Hukum Keuangan Syariah:Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non 
Bank, (Yogyakarta:Aswaja,2016), hlm. 231.  
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yang harus diperhatikan yaitu DSN, Badan Pelaksana Harian Dewan 
Syariah Nasional (BPH-DSN), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).  
       Mekanisme yang berkaitan dengan Dewan Syariah Nasional 
ialah sebagai berikut: 
1) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang 
diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH). 
2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu 
kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. 
3) Setiap tahunnya membuat surat pernyataan yang dimuat dalam 
laporan tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang 
bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan 
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 
       Di dalam Pasal 3 dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Rumah Tangga DSN-MUI, mengatur tentang tata tertib kerja, yaitu: 
1) Tata tertib kerja DSN-MUI: 
a) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak 
satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. 
b) Materi, waktu dan tempat rapat ditentukan oleh BPH-DSN 
dengan persetujuan ketua dan sekretaris DSN. 
c) Surat undangan dapat disampaikan kepada anggota DSN 
sekurang-kurangnya tiga hari sebelum rapat dilaksanakan. 
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d) Surat undangan rapat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris 
DSN-MUI. 
2) Rapat pleno yang diselenggarakan oleh DSN tersebut 
dimaksudkan untuk: 
a) Menetapkan, mengubah, atau mencabut fatwa dan pedoman 
kegiatan lembaga keuangan syariah. 
b) Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan 
atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga 
keuangan syariah. 
c) Materi dapat sebagaimana dimaksud disiapkan dan diajukan 
oleh BPH-DSN. 
3) DSN menerbitkan laporan tahunan secara reguler disertai 
pernyataan secara resmi bahwa lembaga keuangan syariah yang 
bersangkutan telah/tidak memenuhi ketentuan syariah dengan 
fatwa DSN. 
4) DSN memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan 
syariah kepada Direksi dan atau Komisaris mengenai operasional 
lembaga keungan syariah yang bersangkutan. 
5) DSN menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu 
produk atau jasa lembaga keuangan syariah yang ditujukan 
langsung kepada sekretariat BPH-DSN. 
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6) Usulan atau pertanyaan tersebut selambat-lambatnya satu hari 
dalam waktu sesingkat-singkatnya telah diteruskan kepada ketua 
BPH-DSN. 
7) Ketua BPH-DSN bersama dengan para ahli membuat 
memorandum yang berisi penelaahan dan pembahasan serta usul 
atau pertanyaan selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja, 
kemudian menjadi materi utama dalam rapat pleno DSN guna 
mendapat fatwa DSN. 
8) Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan 
syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai 
perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang 
bersangkutan. 
9) Anggota DPS dapat merangkap pada lembaga keuangan syariah 
lainnya sebanyak-banyaknya dua lembaga keuangan syariah pada 
lokasi yang sama namun dengan alamat yang berbeda.
15
 
e. Sistem Kerja dan Strategi Sosialisasi DSN-MUI 
       Sebagai hal yang baru di kalangan masyarakat, keberadaan dan 
pelaksanaan sistem ekonomi syariah di Indonesia memerlukan 
sosialisasi kepada masyarakat. Ini disebabkan keberadaan ulama 
bukan semata karena kualitas keilmuan yang dimilikinya namun juga 
terkait penggerak dan motivator masyarakat. Oleh karena itu dalam 
pengembangan dan sosialisasi produk-produk ekonomi syariah, 
                                                          
15
Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2000 
tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI Pasal 3 tentang Tata Tertib Kerja. 
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ulama memiliki fungsi ganda di masyarakat, yaitu menyerap aspirasi 
dan kebutuhan umat yang kemudian dirumuskan bersama dan 
mensosialisasikan hasil rumusan produk tersebut pada masyarakat 
sekaligus menginformasikan keunggulan dan perbedaan produk 
ekonomi syariah dengan konvensional.
16
 
       Dengan demikian, keberadaan fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh 
DSN-MUI merupakan kemajuan lembaga keuangan syariah, karena 
isu yang diusung dan sistem yang dibangun oleh DSN adalah 
berlandaskan pada Al-quran dan Hadis yang merupakan sumber 
utama bagi umat Islam. Namun sosialisasi yang dilakukan 
memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak 
sehingga mampu menumbuhkan kesadaran yang kuat untuk 
menggunakan produk ekonomi syariah tentu juga dengan disertai 
sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dapat bersaing.
17
 
f. Kepengurusan DSN-MUI 
       Sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MUI, pasal 
1 ayat (6), Pengurus DSN-MUI harus memenuhi  kriteria sebagai 
berikut:  
1) Beragama Islam yang berfaham ahlus-sunnah wal-jama‟ah 
2) Takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun 
Islam dan mendukung syariat 
3) Warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani 
                                                          
16
Muhammad Firdaus NH, dkk, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, 
(Jakarta:Renaisan, 2007), hlm 28-29.  
17
 Ibid. hlm 30. 
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4) Mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa 
pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam. 
5) Menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis 
Ulama Indonesia, serta Program Kerja dan Peraturan-peraturan 
Majelis Ulama Indonesia. 
6) Menerima eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945.
18
 
2. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI 
      Dalam pandangan DSN-MUI, sejalan dengan pandangan ulama 
lainnya bahwa hukum Islam dikelompokkan menjadi dua jenis , yaitu 
hukum qath‟i dan hukum zhanny. Jika permaslahan yang hendak 
dimintaan fatwanya termasuk dalam kategori qath‟i maka hanya 
menyampaikan apa adanya artinya ijtihad tidak dilakukan, karena itu 
bukan wilayah ijtihad.
19
 Adapun yang menjadi lapangan ijtihad ialah 
permasalahan yang tidak pasti (zhanny).
20
 
       Dalam melakukan istinbaṭh hukum DSN-MUI ditempuh dengan 
bentuk kolektif global (ijtihad jamā‟ī) yaitu ijtihad yang dilakukan 
secara bersama-sama oleh kelompok mujtahid dan mempunyai keahlian 
berbeda-beda dalam berbagai bidang ilmu. Ijtihad jenis ini cocok 
                                                          
18
Anggaran Rumah Tangga DSN-MUI BAB IV tentang Kepengurusan pasal 1 ayat (6)  
 
19
Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 17.  
 
20
Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 228.  
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digunakan pada masa sekarang untuk menutupi kekurangan dan 
kelemahan yang ada pada diri mujtahid sekarang.
21
 
       Dimana DSN-MUI pertama melakukan pengkajian masalah, disini 
dituntut untuk mengetahui dengan jelas hakikat dan kedudukan 
masalahnya. Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan 
apakah ia termasuk dalam kategori hukum qath‟iyyāt atau bukan. Jika 
termasuk kategori qath‟iyyāt, dan telah terjadi ijmā. DSN-MUI 
melakukan sebagaimana adanya dan jika tidak termasuk kategori 
qath‟iyyāt, maka selanjutnya melakukan ijtihad. Dalam melakukan 
ijtihad DSN-MUI dapat menggunakan ijtihad intiqāī dan ijtihad 
insyāī.22  
       Dalam prosedur penetapan fatwa DSN-MUI dilakukan dalam 
musyawarah pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI 
dengan disertai oleh Bank Indonesia ataupun pihak industri keuangan, 
baik perbankan, pasar modal maupun lembaga yang memiliki hubungan 
dengan ekonomi syariah. Sebelum fatwa dibahas dalam musyawarah 
pleno, sebelumnya draf fatwa telah dikaji oleh BPH, sehingga pada saat 
musyawarah pleno sudah dalam tahap penyelesaian akhir, biasanya 
setelah musyawarah selesai akan dibentuk tim perancang yang bertugas 
merumuskan fatwa sesuai dengan pandangan dan usulan dari peserta 
musyawarah pleno tersebut.
23
 
                                                          
 
21
Himpunan Fatwa MUI Sejak..., hlm. 16. 
22
Fatwa MUI tentang Kriteria Maslahat, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, 
(Jakarta:Sekertariat MUI, 2005), hlm. 50.  
23
Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 94.  
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       DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa mengikuti pedoman 
penetapan fatwa MUI,  yang memuat empat ketentuan dasar, yaitu: 
a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar di dalam Al-Qur‟an 
dan hadis yang mu‟tabar, serta tidak bertentangan dengan 
kemaslahatan umat. Dengan demikian, seluruh fatwa MUI 
bersandarkan kepada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur‟an, 
Sunnah dan juga sejalan dengan kemaslahatan umum. 
b. Jika fatwa yang ditetapkan hukumnya tidak terdapat di dalam Al-
Qur‟an dan Sunnah, maka fatwa tersebut hendaknya tidak 
bertentangan dengan ijmā‟, qiyās yang mu‟tabar, dan dalil-dalil 
hukum lain seperti istihsān, mashlahah mursalah, dan sadd aż- 
żarīah. Dalam hal ini, dalil hukum yang berasal dari penalaran 
(qiyās) mendapatkan tempat dalam proses penetapan hukum. 
c. Sebelum fatwa diputuskan, dilakukan penelusuran data dengan 
merujuk kepada pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, 
baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang 
berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang 
berbeda pendapat dengannya, dengan cara ini fatwa MUI sebisa 
mungkin menyesuaikan dengan pendapat para imam mazhab. Jika 
materialnya hukumnya berbeda, maka masih dapat ditempuh dengan 
menganalogikan hukum materil yang telah ditetapkan oleh ulama 
mazhab, dengan melihat kesamaan „illat. Jika dengan cara itu tidak 
ditemukan juga kesamaannya, maka metode yang digunakan para 
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imam mazhab diadopsi agar dapat digunakan sebagai pisau analisis 
dalam memecahkan suatu masalah. 
d. Fatwa-fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan tenaga ahli 
dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Hal 
ini tampak sekali dalm proses penetapan fatwa terkait masalah-
masalah ekonomi kontemporer, terutama yang terkait dengan ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi.
24
 
       Pada poin a menyatakan bahwa fatwa harus memiliki dasar hukum, 
yaitu Al-Qur‟an dan Hadis serta harus membawa kemashlahatan umat. 
Ketentuan ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa 
setiap fatwa harus berdasarkan kepada dua sumber tersebut. Fatwa yang 
bertentangan atau tidak didasarkan dengan keduanya dipandang tidak 
sah bahkan dipandang sebagai tahakkum dan perbuatan dusta atas nama 
Allah yang sangat dilarang agama.
25
 
       Selanjutnya seperti pada poin b, jika permasalahan yang akan 
difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber 
tersebut, perlu diperhatikan dan diteliti apakah pernah ada ijma‟ dari 
ulama terdahulu. Jika ternyata telah terdapat ijma‟, fatwa harus sejalan 
dan tidak boleh bertentangan dengan ijma‟. Hal ini mengingat bahwa 
dalam pandangan MUI hukum ijma‟ adalah memiliki otoritas kuat, 
bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian jika tidak ada ijma‟, 
maka fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan 
                                                          
24
Pedoman Penetapan Fatwa, SK Dewan Pimpinan MUI Nomor. U-596/MUI/X/1997 
tanggal 2 Oktober 1997.  
25
Himpunan Fatwa MUI Sejak...,  hlm. 15. 
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menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai, yaitu  qiyās 
yang mu‟tabar, dan dalil-dalil hukum lain seperti istihsān, mashlahah 
mursalah, dan sadd aż- żarīah. 
       Pada poin a dan b diatas DSN-MUI berarti telah menggunakan 
metode ijtihad insya‟i, sedangkan pada poin c, DSN-MUI menawarkan 
juga metode ijtihad intiqa‟i, yakni dengan cara merujuk dan mengkaji 
pendapat para imam mazhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat 
para imam mazhab ini harus dilakukan secara komprehensip, 
menyeluruh dan seksama, artinya jika masalah yang akan difatwakan 
terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan 
diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing, 
baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai 
fatwa. Pendapat yang digunakan sebagai fatwa ini tentu harus 
merupakan pendapat yang dipandang pendapat yang paling kuat 
dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode ini lazim disebut 
dengan sebuah pendekatan muqaranah al-mazahib,sebagaimana 
terdapat pada bab 3 pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Dalam 
masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka yang 
difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan Fiqh Muqaran 
(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh 
Muqaran yang berhubungan dengan pen-tarjih-an”.26 
                                                          
 
26
Ibid., hlm. 16. 
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       Hal ini berarti bahwa ijtihad intiqa‟i yang dlakukan DSN-MUI 
tidak hanya memilih pendapat mana yang akan difatwakan, yang sesuai 
dengan situasi dan kondisi, melainkan melalui proses muqaranah, 
sehingga pendapat yang digunakan untuk difatwakan merupakan 
pendapat yang kuat dan didukung oleh kemaslahatan. 
Pada poin d, menyatakan bahwa DSN-MUI selalu 
mempertimbangkan pendapat para ahli mengenai bidang yang akan 
difatwakan sehingga jelas letak masalahnya. Dengan ini diharapkan 
fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki dasar dan landasan yang 
kuat dan benar secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 
Setelah itu, barulah dilakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. 
Dengan cara itu, diharapkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI 
mempunyai dasar yang kuat dan landasan yang benar secara ilmiah dan 
dapat dipertanggungjawabkan.
27
 
3. Petikan Fatwa Jual Beli Emas secara Tidak Tunai 
Menimbang :     
a. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini 
seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik 
secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta‟jil);   
b. Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai 
tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam 
                                                          
27Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang diputuskan pada Ijtima‟ 
Ulama Komisi Fatwa se-Indonsesia I, pad Bab IV tentang Prosedur Rapat, Pasal 2. 
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antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak 
membolehkan 
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam 
huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk 
dijadikan pedoman 
Memperhatikan : 
1. Pendapat para ulama, antara lain: 
a. Syaikh „Ali Jumu‟ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah : “boleh jual 
beli emas dan perak yang telah dibuat atau telah disiapkan untuk 
dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi 
diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan 
keduanya telah menjadi barang. Dimana bahwa „illat emas dan 
perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. 
Ketika saat ini kondisi itu tidak ada, maka hukumnya juga tidak 
ada, karena hukum berputar bersama ada atau tidaknya „illat.” 
b. Dr. Khalid Mushlih dalam hukmu bai‟ al-Dzahab bi al-Nuqud bi 
al-Taqsith: “secara global terdapat dua pendapat ulama tentang 
jual beli antara emas dengan uang kertas secara tidak tunai. 
Pendapat pertama mengharamkan yang menyatakan bahwa uang 
kertas dan emas merupakan tsaman atau harga/uang. merupakan 
pendapat mayoritas ulama dengan istidlal yang berbeda-beda. 
Pendapat kedua, boleh dimana pendapat ini didukung oleh 
89 
 
 
 
sejumlah fuqaha masa kini, yang paling menonjol ialah Syeikh 
Abdurrahman As-Sa‟di dimana yang menjadi landasan dari 
argumen dari mereka ialah pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu 
Qayyim” 
c. Syaikh „Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaly dalam Bai‟ al-Dzahab bi 
al-Taqsith :Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, 
ulama berbeda pendapat sebagai berikut: Dilarang; dan ini 
pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, 
dan Hambali. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu 
Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang 
mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut: 
1) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan 
dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman 
(harga, alat pembayaran, uang). 
2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli 
emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara 
angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka 
akan mengalami kesulitan 
3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah 
menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan 
tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak 
terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan 
dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam 
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pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang 
lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. 
4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, 
maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan 
mengalami kesulitan yang tidak terkira. 
      Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam 
pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh 
jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, 
bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan 
menghilangkan kesulitan mereka. 
2. Pendapat peserta pleno 
       Naqd atau uang yang didefinisikan Abdullah bin Sulaiman al-
Mani‟ ialah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan 
diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti 
apapun media tersebut. Definisi naqd oleh Muhammad Rawas ialah 
sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari 
logam atau kertas yang dicetak dan dari bahan lainnya, dan 
diterbitkan oleh lembaga pemegang otorotas. Dari definisi diatas 
dengan kata lian, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang 
adalah adat atau kebiasaan masyarakat dan saat ini masyarakat tidak 
melakukan emas atau perak sebagai uang lagi, tetapi sebagai barang 
atau si‟lah. 
Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 
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Pertama    : Hukum 
       Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau 
jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja‟iz) selama emas tidak 
menjadi alat tukar yang resmi (uang). 
Kedua   : Batasan dan Ketentuan 
1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 
jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanja-
ngan waktu setelah jatuh tempo. 
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai 
boleh dijadikan jaminan (rahn). 
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana 
dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan 
atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan 
perpindahan kepemilikan 
Ketiga   : Ketentuan Penutup 
       Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, 
akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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B.  Pemikiran Erwandi Tarmizi 
1. Biografi Erwandi Tarmizi 
a. Profil Erwandi Tarmizi 
       Erwandi Tarmizi merupakan salah satu pakar muamalat 
kontemporer di Indonesia, lahir di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 30 
September 1974. Mengenai Riwayat Pendidikan beliau ialah SDN 
001, Sail, Pekanbaru, Riau, lalu berlanjut di Pondok Pesantren Al 
Munawwarah Pekanbaru Riau, pada tahun 1994-1995 melanjutkan 
D1 Pengajaran Bahasa Arab LIPIA di Jakarta, lalu melanjutkan 
kuliah S1 Syariah LIPIA di Jakarta pada tahun 1995-1999, lalu pada 
tahun 2001-2005 beliau melanjutkan S2 jurusan Uṣhul Fiqh, 
Fakultas Syariah Universtas Islam Al-Imam Muhammad Bin Saud, 
Riyadh, Arab Saudi, dan pada tahun 2006-2011 beliau melanjutkan 
S3 jurusan Ushul Fikih di Universitas yang sama.
28
 
       Awal pertama Erwandi Tarmizi mengenal tentang muamalat 
kontemporer ialah ketika mengikuti program S2 jurusan Uṣhul Fiqh, 
Fakultas Syariah, Universtas Islam Al-Imam Muhammad Bin Saud, 
Riyadh, Arab Saudi. Dimana ketika itu setiap mahasiswa diwajibkan 
untuk mengambil mata kuliah fikih muamalat kontemporer sebanyak 
enam sks.
29
 
       Ketertarikan Erwandi Tarmizi untuk mendalami fikih muamalat 
kontemporer semakin kuat dimulai ketika Erwandi berkenalan 
                                                          
28
Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani), 
hlm. 654.   
29
Ibid. hlm. 9  
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dengan Dr. Muhammed Al-Madhagi, seorang konsultan syariah di 
Dewan Syariah Bank Al Rajhi Riyadh (Bank Islam pertama di Arab 
Saudi) dan pada awal tahun 2007 hingga akhir tahun 2008 Dr. 
Muhammed mengajak Erwandi Tarmizi untuk bergabung di Dewan 
Syariah untuk menyelesaikan proyek pembuatan program pustaka 
elektronik khusus muamalat kontemporer. 
       Kepopuleran Erwandi Tarmizi sebagai pakar fikih muamalat 
kontemporer semakin nyata, ketika Erwandi diminta untuk 
mengasuh rubrik fikih muamalat dalam majalah Islam berbahasa 
Indonesia terbitan Riyadh. Lalu pada tanggal 13 November 1008, 
ICMI Orsat Riyadh bekerjasama dengan KBRI Riyadh, meminta 
Erwandi untuk menjadi salah seorang narasumber pada acara talk 
show yang bertema “Krisis Ekonomi Global dan Tinjauan Sistem 
Ekonomi Syariah” bersama dengan Dr. Salim Seggaf (Menteri 
Kesejahteraan Sosial Dubes KBRI Riyadh), Dr. Kunrat (Islamic 
Development Bank, Jedah), Muhammad Oriza (Bank Alinma, 
Riyadh). Lalu pada awal tahun 2009, panitia peneyelenggara 
pelatihan para hakim agama Indonesia yang diadakan di Ma‟had al 
„Aly lil Qadhaa‟, Universitas Al Imam Muhammad bin Saud Al 
Islamiyah Riyadh, Arab Saudi meminta Erwandi Tarmizi untuk 
menerjemahan diktat yang berjudul “Muqaddimat fi fiqh al masharif 
al islamiyah” yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al Syubaily.30 
                                                          
30
 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat..., hlm. 9.  
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       Saat ini Erwandi Tarmizi bekerja sebagai dosen tetap Magister 
Ekonomi Islam di STEI Bogor, Lead Partner di Konsultan Erwandi 
Tarmizi Associate (ETA), dosen tamu di program magister 
Perbankan Syariah Universitas Ibn. Khaldun Bogor, Dosen tamu di 
program magister Managemen Bisnis Syariah IPB, Dosen tamu di 
program magister Pemikiran Islam Kosentrasi Uṣhul dan Fikih kelas 
Internasional Universitas Muhamadiyah Surakarta, dan sebagai 
pemateri Fikih Muamalat Kontemporer di radio Rodja dan Roda TV 
Bogor dari sejak tahun 2012 hingga sekarang.
31
 
b. Karya Erwandi Tarmizi 
       Karya-karya Erwandi Tarmizi ialah Thesis : “Al Atsar Al Ushuly 
li Qaidah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif”. Disertasi: “Tahqîq 
Mazhab Shafi‟iyyah Fîmâ Ikhtalafu Fîhi Min Al Masail Al 
Ushuliyyah Fî Mabâhitsi Al Hukmi As Shar‟i Wa Al Adillah”. 
Terjemahan buku “Sejarah Mekkah”, Darussalam for 
Publishing, Riyadh, 2003. Terjemahan buku “Sejarah Madinah”, 
Darussalam for Publishing, Riyadh, 2003. Terjemahan buku 
“Riyadhushshalihiin”, Darussalam for Publishing, Riyadh, 2004. 
Terjemahan buku “Tanda-tanda Hari Kiamat, Tinjaun Masa Depan 
Dunia Islam”, Qisthi Press, Jakarta, 2004. Terjemahan buku “Obat 
Penawar Sihir”, Islamic International for Publishing House, Riyadh, 
2006.  Terjemahan modul “Pengantar Fiqh Perbankan Islam”, 
                                                          
31Erwandi, Tarmizi, “Pakar Muamalat Kontemporer”, dikutip dari 
http://www.erwanditarmizi.com diakses 17 Desember 2018. 
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Ma‟had Al „Aly lil Qadhaa‟, Universitas Islam Al Imam Muhammad 
bin Saud, Riyadh, 2009. Dan buku yang populer hingga terbit sampai 
cetakan ke-20, yaitu “Harta Haram Muamalat Kontemporer”, P.T. 
Berkat Mulia Insani, Jakarta, Februari 2012.
32
 
       Buku yang diberi judul “Harta Haram Muamalat Kontemporer”, 
membahas transaki-transaksi haram di berbagai institusi keuangan 
seperti bank, asuransi, bursa serta instansi pemerintah berupa korupsi 
dan penerimaan hadiah (risywah). Buku ini mengungkap kontrak-
kontrak haram di dunia niaga marketing (MLM, promosi, diskon, 
iklan, hak cipta), penjualan produk makanan yang bercampur gelatin, 
alkohol, formalin, rokok, narkoba, hukum berbagai jenis kartu (kartu 
kredit, kartu diskon, kartu belanja, kartu pulsa isi ulang), dan 
berbagai produk lainnya.
33
 
2. Pendapat Erwandi Tarmizi tentang Jual Beli Emas secara Tidak 
Tunai 
       Dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer, Erwandi 
Tarmizi menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI terkait 
jual beli emas secara tidak tunai adalah fatwa yang lemah. Beliau 
memberikan enam tanggapan terkait fatwa DSN-MUI yang 
membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, diantaranya ialah:
34
 
                                                          
32Erwandi, Tarmizi, “Pakar Muamalat Kontemporer”, dikutip dari 
http://www.erwanditarmizi.com/about.  diakses 17 Desember 2018 
33
 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat..., hlm.10.  
34
Ibid. hlm. 560-563. 
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a. Menurut Erwandi Tarmizi cara DSN-MUI dalam men-takhrij 
(menganalogikan) bolehnya menjual emas dengan pendapat yang 
membolehkan menjual emas perhiasan dengan uang emas dengan 
cara tidak tunai adalah kurang tepat, karena pendapat tersebut sangat 
lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama bahkan 
beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan 
dengan ijma. Agar hukum yang di-takhrij (dianalogikan) menjadi 
kuat maka disyaratkan bahwa pendapat almukharraj minhu haruslah 
pendapat yang rajih (kuat). 
b. Setelah mengetahui bahwa pendapat ini syaz (tidak populer) 
dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan 
menukar emas dengan emas dengan cara tunai. Juga hadis tersebut 
mutlak melarang menukar emas dengan emas dengan cara tidak 
tunai, baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang  dan 
tidak ada satupun dalil yang men-taqyid (mengikat) kemutlakan 
emas tersebut maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas 
perhiasan termasuk men-taqyid tanpa dalil. Adapun dalil dengan 
adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar 
dari emas yang dimaksud pada masa Nabi, sebagai alat tukar tidak 
dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar tidak dapat 
dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi pun 
terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran, gambar dan 
ornamen. 
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c. Kemudian dalil bahwa „illat  riba emas adalah tsamaniyah (sebagai 
alat tukar) dan bila „illat ini hilang dari emas karena sekarang emas 
bukan lagi sebagai alat tukar telah diganti dengan uang kartal dengan 
cara tidak tunai, sangat lemah dari tinjauan kaidah ushul fiqh. 
Karena keabsahan „illat mustanbathah bahwa „illat tersebut tidak 
boleh menafikan „illat  asalnya. Maka „illat tsamaniyah yang 
sifatnya ijtihad para ulama tidak boleh menafikan „illat emas yang 
dijelaskan Nabi secara tekstual. 
d. Menurut Erwandi, andai pendapat Ibnu Taimiyah yang 
membolehkan jual beli emas perhiasan secara tidak tunai, selama 
emas perhiasan tersebut tidak dianggap sebagai harga dapat 
dianggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak dapat 
dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas. 
Karena, Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak beliau 
mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai tsamaniyah 
(alat tukar, harga). Persyaratan ini tidak terpenuhi karena emas yang 
digunakan dalam praktek yang banyak dilakukan di lembaga 
keuangan syariah adalah emas batangan yang fungsinya sebagai 
investasi. Sedangkan, menjadikan emas sebagai investasi juga 
merupakan salah satu fungsi uang. 
e. Fatwa DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak 
tunai membuka celah menghalalkan riba jahiliyah. Misalnya, 
seorang rentenir dengan sangat mudah mengakali riba dengan cara, 
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menyerahkan uang tunai kepada seorang kreditur sejumlah 10 juta 
rupiah dengan imbalan emas sebanyak 20 gram yang akan diterima 
setelah tiga bulan (emas pada saat akad ialah Rp. 560.000/gram). 
Maka 10 juta rupiah harusnya mendapatkan 17,8 gram. Pada saat 
penyerahan emas maka rentenir menerima emas 20 gram yang 
harganya pada saat menyerahkan uang tunai 10 juta menjadi 11 juta 
200 ribu rupiah. Dengan ini rentenir mendapat tambahan 1,2 juta 
belum lagi pertambahan nilai hutang akibat kenaikan harga emas dan 
penurunan nilai tukar mata uang akibat inflasi. 
f. Erwandi juga menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI 
tersebut membuka peluang menghalalkannya riba jahiliyah dan 
bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang 
dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam bab : Al Murabahah lil 
Amir Bisysyira‟, No.2/2/6, yang berbunyi:35 
 ُجََيلاُِةَلَّجَؤ ملاُِةَحَباَر ملاُ ءاَرْجِإُ زْوَُبَهَّذلاُيِفَُُواُْوَأُِةَّضِفلُُِتَلاْم علا  
“Jual beli Murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek 
emas, perak, atau mata uang ”. 
 
                                                          
35
Ibid.   
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 BAB IV 
ANALISIS PENDAPAT DAN METODE ISTINBAṬH HUKUM DSN-MUI 
DAN ERWANDI TARMIZI MENGENAI JUAL BELI EMAS SECARA 
TIDAK TUNAI 
 
A. Pendapat dan Istinbaṭh Hukum Fatwa DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi 
Mengenai Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 
1. Fatwa DSN-MUI 
       DSN-MUI setiap mengeluarkan fatwa selalu memakai dasar Al-Qur‟an, 
Hadist Nabi, Kaidah ushul dan kaidah fikih tak terkecuali pada fatwa jual 
beli emas secara tidak tunai ini, dimana ayat al-Qur‟an yang dipakai ialah 
Al-Baqarah:275 mengenai jual beli adalah halal dan riba adalah haram, 
enam hadist dimana lima hadis yang dipakai ialah mengenai keharusan jual 
beli emas dan perak dilakukan secara tunai dan satu hadis lainnya mengenai 
kebolehan melakukan musyawarah mufakat asalkan tidak menghalalkan 
yang haram atau sebaliknya, satu kaidah ushul yang berisi bahwa hukum 
berlaku bersama ada atau tidak adanya „illat dan empat kaidah fikih dimana 
tiga kaidah fikih menyebutkan bahwa adat dijadikan dasar dalam penetapan 
hukum dan apabila adat berubah maka hukumpun berubah dan satu kaidah 
fikih yang terakhir mengenai muamalat, bahwa pada dasarnya segala bentuk 
muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
       Jika dianalisis lebih dalam lagi, terdapat tiga point penting yang 
digunakan DSN-MUI sebagai dasar dalam fatwa kebolehan jual beli emas 
secara tidak tunai ini. Dapat dilihat bahwa DSN-MUI menggunakan dalil 
yang dikeluarkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan ulama kontemporer 
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yang sependapat, sebagai landasan dalam menetapkan fatwa terkait 
kebolehan jual beli emas secara tidak tunai.  
Ibnu Taimiyah menyatakan : bahwa boleh melakukan jual beli emas 
perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama 
kadarnya dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa 
pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun 
tangguh, selama perhiasan itu tidak dimaksudkan sebagai harga 
(uang). 
 
Lalu Ibnu Qayyim memperjelasnya dengan menyatakan :  Hal itu karena 
dengan adanya pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan dari 
emas tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi 
menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh 
karena itu tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasaan emas 
dengan jenis yang sama. 
       
       Dengan menggunakan dua pendapat tersebut DSN-MUI berpendapat 
bahwa dengan adanya perubahan pada emas menjadi emas perhiasan (ada 
unsur buatan manusia) menjadikan emas tersebut berstatus tak ubahnya 
sebagai barang biasa yang bisa diperdagangkan bahkan menjadi barang 
yang tujuannya adalah untuk diperjualbelikan sehingga tidak ada riba dalam 
pertukaran atau dalam jual beli emas tersebut.
1
 
       Lalu DSN-MUI menggunakan pendapat ulama kontemporer sebagai 
dasar pendukung yaitu dari ulama Syaikh „Ali Jumu‟ah (mufti al-Diyar al 
Mishriyah) bahwa “boleh jual beli emas dan perak secara tidak tunai karena 
keduanya bukan berfungsi sebagai media pertukaran lagi tetapi berubah 
menjadi barang dan menyatakan „illat emas dan perak merupakan media 
pertukaran”. Ketika saat ini „illat emas tersebut tersebut sudah tidak ada 
atau berubah maka hukumnya juga tidak ada atau berubah, ini sesuai dengan 
                                                          
1
Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak 
Tunai, 3 Juni 2010, hlm. 7.  
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kaidah ushul yang dipakai bahwa hukum berlaku bersama dengan „illat-nya, 
baik ada ataupun tidak. Atas dasar itu DSN-MUI menyatakan dalam 
fatwanya bahwa tidak ada larangan syara‟ untuk memperjualbelikan emas 
yang telah dibuat atau disiapkan untuk jual beli angsuran.
2
 
       DSN-MUI juga menggunakan definisi Naqd (uang) yang dikemukakan 
oleh Abdullah bin Sulaiman al-Mani‟ dan Muhammad Rawas Qal‟ah Ji 
sebagai dasar dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Dimana 
menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani‟ bahwa “Naqd (uang) adalah emas, 
perak, dan uang kertas dipandang sebagai uang jika masyarakat 
menerimanya sebagai uang atau alat pertukaran” dan Muhammad Rawas 
menambahkannya dengan menyatakan “...apabila diterbitkan oleh lembaga 
keuangan pemegang otoritas”, dengan kata lain bahwa dinyatakan sebagai 
uang apabila dijadikan kebiasaan di masyarakat sebagai uang dan 
dikeluarkan oleh lembaga pemegang otoritas. Sementara pada saat ini emas 
tidak difungsikan sebagai alat tukar lagi.
3
 
       Sehingga jika pengertian di atas dikaitkan dengan dasar kaidah fikih 
yang digunakan sebelumnya yaitu “Hukum yang didasarkan pada adat 
(kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal bersamanya ketika adat 
itu batal, seperti mata uang dalam muamalat”. Maka dapat dikatakan bahwa 
saat ini di Indonesia sendiri masyarakatnya sudah tidak lagi menggunakan 
emas sebagai alat tukar, tetapi menjadikan emas sebagai barang yang dapat 
dijual dan dibeli seperti barang biasa, sehingga boleh menjual emas dan 
                                                          
2
Ibid., hlm. 4.  
3
Ibid., hlm. 10.  
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perak dengan cara tidak tunai di Indonesia, karena kebiasaan menjadikan 
emas sebagai alat tukar di Indonesia telah hilang sehingga hukumnya pun 
hilang. 
2. Pendapat Erwandi Tarmizi 
       Setelah penulis telaah di dalam karyanya, yaitu buku yang berjudul 
“Harta Haram Muamalat Kontemporer”, Erwandi Tarmizi telah 
menyinggung tentang bagaimana ia memberikan tanggapan, dan 
memberikan hukum dalam mengharamkan atau menghalalkan persoalan-
persoalan terkait muamalat kontemporer.  
       Erwandi Tarmizi dalam melemahkan fatwa jual beli emas secara tidak 
tunai yang dikeluarkan oleh DSN-MUI di dalam bukunya “Harta Haram 
Muamalat Kontemporer” menjelaskan terlebih dahulu bagaimana prosedur 
jual beli emas atau murabahah emas yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan syariah. Kemudian mendeskripsikan dalil yang digunakan DSN-
MUI dalam mengeluarkan fatwa jual beli emas secara tidak tunai yaitu 
pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar 
emas perhiasan dengan dinar (uang emas) dengan cara tidak sama beratnya 
dan tidak tunai karena menurut dua pendapat ini bahwa emas perhiasan 
(yang telah ada campur tangan manusia) telah keluar dari „illat uang emas 
dinar, yaitu tsamaniyah. Maka, emas perhiasan tidak ubahnya barang 
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dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara 
tidak tunai dan tidak sama beratnya.
4
 
       Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa pendapat atau dalil dalam fatwa 
yang digunakan DSN-MUI dalam membolehkan jual beli emas secara tidak 
tunai ialah dalil yang lemah dan tidak syaz (tidak populer). Dalam bukunya 
Erwandi menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat boleh menukar emas 
dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram hukumnya 
dilakukan secara tidak tunai.
5
 
Dan pendapat Ibnu Juzay (wafat th:741H) yang mengatakan bahwa: 
     Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan 
perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk 
bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. 
Akan tetapi serah terima kedua barang tersebut wajib dilakukan tunai. 
 
       Menurutnya, DSN-MUI dalam men-takhrij-kan atau menganalogikan 
bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual 
emas secara tidak tunai kurang pas dan kuat. Karena, disyaratkan pendapat 
almukharraj minhu (dalam hal ini bolehnya menjual emas perhiasan dengan 
uang emas secara tidak tunai) haruslah pendapat yang rajih atau kuat. 
Namun, pendapat yang digunakan DSN-MUI dalam membolehkan jual beli 
emas secara tidak tunai ini ialah pendapat yang lemah dan bertentangan 
dengan mayoritas ulama. 
       Menurutnya, DSN-MUI  men-taqyid tanpa dalil, yaitu bahwa hadis 
tersebut mutlak melarang menukar emas dengan emas secara tidak tunai, 
                                                          
4
Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer. (Bogor: PT. Berkat Mulia 
Insani), hlm. 559.   
5
Ibid., hlm. 560.  
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baik emas perhiasan dan emas sebagai mata uang, dan tidak ada dalil 
satupun yang men-taqyid (mengikat) kemutlakan emas tersebut maka 
mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang termasuk 
men-taqyid tanpa dalil. Dan dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan 
manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada 
masa Nabi sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang 
menjadi alat tukar di masa Nabi terdapat unsur pembuatan manusia dalam 
bentuk ukiran gambar ornamen dan tulisan. Kemudian dalil bahwa„illat riba 
emas adalah tsamaniyah (uang sebagai alat tukar) dan jika„illat ini hilang 
dari emas, karena sekarang emas sebagai alat tukar telah digantikan oleh 
uang kartal, maka emas dianggap sama dengan barang lainnya yang boleh 
diperjual belikan tidak secara tunai dengan uang kartal adalah sangat lemah 
dari tinjauan kaidah ushul fikih. Karena persyaratan keabsahan „illat 
mustanbathah bahwa „illat tersebut tidak boleh menafikan „illat asalnya. 
Maka „illat tsamaniyah yang sifatnya Ijtihad para ulama tidak boleh 
menafikan „illat emas yang dijelaskan Nabi.6 
       Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa menurut Syaikh Ibnu Bayyah 
(Ulama senior ketua majelis fatwa Eropa) dalam bukunya Maqashid Al 
Muamalat, sebagai mana dikutip oleh Erwandi Tarmizi, bahwa “‟illat 
mustanbathah („illat yang berasal dari ijtihad para ulama) tidak mungkin 
membatalkan hukum yang di-illat-inya ketika „illat-nya tidak terdapat pada 
hukum tersebut. Seperti „illat tsamaniyah pada emas dan perak, ketika 
                                                          
6
Ibid., hlm. 561.   
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kedua hal tersebut tidak lagi sebagai alat tukar maka ketiadaan „illat 
tsamaniyah pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas 
dan perak. Karena riba emas dan perak di-nash-kan oleh pembuat syariat 
(Nabi) maka tidak mungkin dibatalkan oleh „illat yang berasal dari ijtihad 
para ulama. Juga ditinjau dari maqashid syariah, maqshad larangan 
menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan maqshad utama dan 
sangat jelas, maka tidak mungkin di-nafik-an oleh maqshad pengikut yaitu 
tsamaniyah yang derajatnya zhanny.
7
 
       Beliau juga berpendapat seandainya pendapat Ibnu Taimiyah dianggap 
sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak bisa dibenarkan menarik 
hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan 
oleh bank syariah, karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak, 
beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai tsamaniyah 
(alat tukar, harga). Persyaratan yang terdapat pada pendapat Ibnu Taimiyah 
ini tidak terpenuhi pada praktiknya di bank syariah, karena emas yang dijual 
secara murabahah oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan melainkan 
emas batangan yang pada masa sekarang ini digunakan sebagai investasi, 
sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu 
fungsi dari uang.
8
 
       Erwandi juga menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI 
tersebut membuka peluang menghalalkannya riba jahiliyah dan 
bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat 
                                                          
7
Ibid., hlm. 561.   
8
Ibid., hlm. 562.   
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oleh AAOIFI yang menyatakan dalam bab : Al Murabahah lil Amir 
Bisysyira‟, No.2/2/6, yang berbunyi: 
 َو َبَهَّذلا يِف ِةَلَّجَؤُملا ِةَحَباَرُملا ُءاَرْجِإ ُزْوُجََيلاا ْوَأ ِةَّضِفل  ِتَلاْمُعلا  
 “Jual beli Murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, 
perak, atau mata uang ”. 
3. Persamaan dan Perbedaan Fatwa DSN-MUI dan Pendapat Erwandi 
Tarmizi 
       Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam Fatwa DSN-MUI 
yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dan pendapat Erwandi 
Tarmizi yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai, persamaan 
dan perbedaannya ialah, sebagai berikut:  
      Walaupun dalam menghukumi praktek jual beli emas secara tidak tunai, 
baik DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi menghasilkan hukum yang berbeda 
namun kedua-duanya memiliki persamaan. Persamaan yang telah peneliti 
temukan antara ialah terkait metode ijtihad yang digunakan oleh DSN-MUI 
dan Erwandi Tarmizi dimana kedua-duanya sama-sama menggunakan 
metode ijtihad intiqa‟i atau tarjihi dengan pendekatan fiqh muqaran yaitu 
ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih 
pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai perkara tertentu, lalu diseleksi 
mana dalil yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi sekarang dengan 
menggunakan pendekatan fiqh muqaran (perbedaan). Pada DSN-MUI ini 
terlihat pada fatwanya yang mengemukakan pendapat-pendapat dari para 
ulama dan membandingkannya baik yang melarang dan membolehkannya 
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dan mencari mana pendapat kuat dan yang sesuai dengan keadaan sekarang 
menurut DSN-MUI. Jika Erwandi Tarmizi, dalam bukunya “Harta Haram 
Muamalat Kontemporer” pada bagian prakata penulis, sudah memberikan 
pernyataan bahwa ia dalam memberi tanggapan terhadap perkara-perkara 
kontemporer dipaparkan dengan metode pendekatan  fiqh muqaran (fikih 
perbandingan) ditambah dengan Al-Qur‟an dan hadis, ini terlihat didalam 
bukunya bagaimana ia menanggapi fatwa DSN-MUI dimana ia juga men-
tarjih sebagian pendapat atas pendapat ulama lain yang dipandang lebih 
kuat dalilnya, baik pendapat-pendapat yang melarang dan yang 
membolehkan dan diseleksi pendapat mana yang lebih kuat dan relevan 
dengan keadaan sekarang menurutnya. 
       Perbedaan yang penulis temukan ialah terkait dalil istinbaṭh hukum 
yang digunakan. Dalam menetapkan fatwanya terkait jual beli emas secara 
tidak tunai DSN-MUI menggunakan dalil istinbaṭh hukum maṣlaḥah 
mursalah. Ini terlihat pada dalil yang digunakan DSN-MUI sebagai dasar 
pertimbangannya dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, 
yaitu bahwa praktek jual beli emas secara tidak tunai ini sangat dibutuhkan 
oleh umat dan apabila tidak diperbolehkan maka kemaslahatan manusia 
akan terganggu. Tidak hanya itu dasar lain yang digunakan sebagai bahan 
pertimbangan DSN-MUI ialah apabila pintu jual beli emas secara tidak 
tunai ini ditutup, maka pintu utang-piutang pun akan tertutup dan umat akan 
mengalami kesulitan. 
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       Sedangkan, Erwandi Tarmizi menggunakan dalil istinbaṭh hukum sadd 
aż- żarīah. Ini nampak pada konsep tiga penyebab harta haram muamalat 
kontemporer yang ia miliki yaitu kezaliman, gharar dan riba. Dimana pada 
bagian awal bukunya Erwandi Tarmizi menyatakan dampak dari bahaya 
riba bagi umat Islam, salah satunya ialah dapat merusak umat Islam itu 
sendiri. Menurutnya dengan dikeluarkannya fatwa tentang kebolehan jual 
beli emas secara tidak tunai ini justru akan membuka luasnya praktik riba 
jahiliyah dalam bentuk pertambahan nilai hutang.  
 
B. Analisis Pendapat Istinbaṭh Hukum Fatwa DSN-MUI dan Erwandi 
Tarmizi Mengenai Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dari segi 
Tarjih 
       Jual beli emas adalah salah satu bentuk jual beli yang saat ini banyak 
dipraktikan dibeberapa perbankan syariah, dimana dalam prakteknya jual beli 
ini menggabungkan dua akad yaitu murabahah dan rahn, yaitu seorang 
nasabah datang kesalah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk 
membeli emas yang biasanya berupa batangan dengan berat sekian gram lalu 
membayar uang muka, lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan 
sebagai barang gadai yang dipegang oleh bank sampai angsuran emas lunas 
terbayar, lalu setelah itu barulah emas diserahkan kepada nasabah. 
       Pada dasarnya semua kegiatan muamalah boleh dilakukan, asalkan tidak 
ada dalil yang melarangnya. Sama halnya dengan jual beli emas, kegiatan jual 
beli pada dasarnya boleh dilakukan, namun karena barang yang menjadi obyek 
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dalam jual beli tersebut ialah emas yang merupakan barang “istimewa” yang 
termasuk dalam enam jenis barang ribawi yang memiliki syarat-syarat khusus 
dalam memperjualbelikannya. Sehingga membuat jual beli ini juga harus 
dilakukan dengan “istimewa” dan berbeda dengan jual beli yang lainnya 
dimana dalam jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat khusus yang sudah 
ditetapkan oleh jumhur ulama, agar kita bisa terhindar dari riba. Karena seperti 
yang dikatakan oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah As-Shawi bahwa sebab-
sebab rusaknya akad yang paling kuat dan paling banyak tersebar dalam 
kehidupan saat ini salah satunya ialah riba.
9
 
       Para ulama telah mengklasifikasian syarat-syarat jual beli emas agar 
terhindar dari riba, diantaranya yaitu  pertama, jika jenis dan„illat-nya sama 
seperti emas dengan emas, perak dengan perak, maka syarat yang harus 
dipenuhi ialah sepadan (mumātsalahi) baik dari takaran dan jumlahnya, 
transaksi dilakukan saat itu juga (hulūl), serah terima langsung (taqābudh). 
Apabila jenisnya berbeda tetapi „illat-nya sama contohnya seperti emas dan 
perak, maka menurut jumhur ulama sepakat hukumnya adalah boleh dengan 
satu syarat, syaratnya adalah harus adanya serah terima secara langsung (yadan 
biyadin) atau kontan ditempat akad (taqabudh) dan dibolehkan melebihkan 
salah satu jenis harta. Dan apabila jenis dan „illat-nya berbeda, maka pada 
bagian ketiga ini, tidak ditetapkan syarat apapun agar jual beli itu menjadi sah 
dan transaksi diperbolehkan.
10
 
                                                          
9
Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu 
Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 95.  
10
Musthafa Dib Al-Bugha, Fiqh Mu‟awadhah, Alih bahasa oleh: Fakhri Ghafur, Buku 
Pintar Transaksi Syari‟ah, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 16.    
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         Pada jual beli emas secara tidak tunai ini disamakan dengan jenisnya 
yang berbeda namun „illat-nya sama, sehingga disyaratkan harus ada serah 
terima langsung atau kontan ditempat akad dan boleh ada pertambahan dari 
salah satunya. Namun pada kenyataanya pada prakteknya emas baru 
diserahkan kepada nasabah setelah angsuran dari nasabah lunas terbayar bukan 
pada saat akad itu berlangsung dan mengenai hal tersebut DSN-MUI dalam 
fatwanya no.77/DSN-MUI/V/2010 menyatakan bahwa hukum jual beli emas 
secara tidak tunai adalah boleh (mubah, ja‟iz). Dengan dikeluarkannya fatwa 
tersebut menimbulkan banyak perdebatan dikalangan ulama, baik ulama 
nasional dan ulama internasional. Karena dengan dibolehkannya jual beli 
tersebut berarti membuka peluangnya praktek riba secara luas. 
       Setelah peneliti menganalisis fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, penulis 
menemukan bahwa fatwa ini ditetapkan dengan jalan ijtihad jama‟i dan 
menggunakan metode ijtihad intiqa‟i atau tarjihi, yakni dengan cara merujuk 
dan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu.
11
 Dimana pengkajian 
terhadap pendapat para imam mazhab ini harus dilakukan secara 
komprehensip, menyeluruh dan seksama, artinya jika masalah yang akan 
difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan 
dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing, baru 
kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa, hal 
ini disebut dengan tarjih.  
                                                          
11
Panji Adam, Fatwa-fatwa Ekonomi..., hlm. 99.  
111 
 
       Tarjih berarti “menguatkan”, secara terminologi menurut jumhur ulama 
ialah menguatkan salah satu dalil yang zhanni dari yang lainnya untuk 
diamalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut.
12
 Para ulama telah sepakat 
bahwa dalil yang rajih (yang dikuatkan) harus diamalkan, dan dalil yang 
marjuh (yang dilemahkan) tidak perlu diamalkan. Cukup banyak metode yang 
bisa digunakan untuk men-tarjih dua dalil yang bertentangan. 
       Di dalam melakukan tarjih dari segi matan disebutkan bahwa teks yang 
mengandung larangan diutamakan dari teks yang mengandung perintah, karena 
menolak kemudharatan lebih utama dari mengambil manfaat.
13
 Di dalam 
melakukan pen-tarjih-an dari segi kandungan hukum disebutkan bahwa teks 
yang mengandung bahaya menurut jumhur ulama lebih diutamakan dari teks 
yang membolehkan.
14
 Selain itu jika dilihat dari cara pen-tarjih-an dari segi 
cara penetapan „illat disebutkan bahwa menguatkan „illat yang di dalamnya 
terdapat isyarat nash dari „illat yang ditetapkan melalui keserasian, karena 
isyarat nash lebih baik dari pada dugaan seorang mujtahid.
15
 
       Ini berarti DSN-MUI harus men-tarjih sebagian pendapat atas pendapat 
ulama lain, baik pendapat-pendapat yang melarang dan pendapat yang 
membolehkan, tidak hanya memilih pendapat mana yang sesuai dengan situasi 
dan kondisi, melainkan juga harus memilih pendapat mana yang dipandang 
lebih kuat dalilnya sesuai dengan cara-cara dalam melakukan pen-tarjih-an. 
Sementara dalam fatwa jual beli emas secara tidak tunai ini, sependapat dengan 
                                                          
12
 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah..., hlm. 242. 
13
 Racmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 245 
14
 Ibid.  
15
 Ibid., hlm. 249. 
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Erwandi Tarmizi bahwa DSN-MUI menggunakan pendapat yang lemah dan 
bertentangan dengan nash yaitu yang dikeluarkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu 
Qayyim yang mana pendapat tersebut adalah pendapat yang bertentangan 
dengan mayoritas ulama mulai dari AAOIFI yang menyatakan bahwa tidak 
boleh melakukan murabahah tidak tunai pada emas, perak ataupun mata uang, 
hingga ulama empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi‟i, Hanbali. Di 
dalam melakukan pen-tarjih-an dari segi kandungan hukum pun disebutkan 
bahwa teks yang mengandung bahaya menurut jumhur ulama lebih diutamakan 
dari teks yang membolehkan, karena berdasarkan hadis Rasul yang 
menyebutkan bahwa “tidaklah berkumpul antara yang halal dengan yang 
haram, kecuali yang haram lebih dominan” dan mengingat cara pen-tarjih-an 
dari segi matan bahwa teks yang mengandung larangan diutamakan dari pada 
teks yang mengandung perintah, karena menolak kemudharatan lebih utama 
dari mendatangkan manfaat. Sehingga mengutamakan teks yang mengandung 
larangan jual beli emas secara tidak tunai lebih diutamakan dari teks yang 
membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.        
      Di sisi lain menggunakan pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim 
mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat dari emas) dengan emas 
dengan pembayaran yang tangguh adalah kurang pas menurut penulis. Dengan 
merujuk pada dua pendapat tersebut DSN-MUI menyatakan bahwa emas pada 
saat ini tak ubahnya seperti barang biasa atau si‟lah. Karena adanya unsur 
buatan manusia yang mengubah emas menjadi berbentuk batangan, sehingga 
emas tak ubahnya seperti barang biasa yang telah keluar dari tujuan harga. 
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Sedangkan pada zaman Nabi pun dinar dan dirham terdapat unsur buatan 
manusia yaitu berbentuk kepingan dan jika dilihat dari pendapat Ibnu 
Taimiyah, beliau pun membatasi pendapatnya tersebut dengan batasan “selama 
perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga atau uang”, sementara 
emas yang banyak digunakan dalam jual beli tersebut ialah berupa emas 
batangan yang digunakan masyarakat sebagai investasi di masa yang akan 
datang, ini berarti emas digunakan sebagai media penyimpan nilai yang 
merupakan salah satu fungsi dari uang sebagai alat tukar. 
       Mengenai pendapat ulama yang digunakan DSN-MUI dalam 
mempertimbangkan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yaitu dari 
Syaikh „Ali Jumu‟ah yang menyatakan bahwa „illat riba emas adalah tsaman 
(uang atau alat tukar) dan jika „illat ini hilang dari emas maka boleh jual beli 
emas secara tidak tunai, karena saat ini emas sudah tidak dijadikan sebagai alat 
tukar khususnya di Indonesia sendiri karena sudah diganti dengan uang kartal 
dan berubah menjadi barang atau si‟lah adalah lemah, dimana Erwandi Tarmizi 
menyebutkan jika ditinjau dari kaidah ushul fikih, bahwa „illat mustanbathah 
(„illat yang berasal dari ijtihad ulama) tidak boleh menafikan „illat asalnya. 
Maka „illat tsaman yang sifatnya ijtihad ulama tidak boleh menafikan illat 
emas yang dijelaskan oleh Nabi secara tekstual. Sehingga ketika emas dan 
perak sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar maka ketiadaan „illat 
tsaman pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan 
perak. Karena riba pada emas dan perak dinashkan oleh Nabi maka tidak 
mungkin dibatalkan oleh „illat mustanbathah. 
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       Lalu mengenai definisi Naqd (uang) yang dikemukakan oleh Abdullah bin 
Sulaiman al-Mani‟ dan Muhammad Rawas Qal‟ah Ji yang dijadikan sebagai 
dasar dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai karena saat ini 
masyarakat khususnya di Indonesia sendiri sudah tidak menggunakan emas 
sebagai alat tukar adalah juga kurang pas menurut penulis, karena menurut 
Abdullah bin Sulaiman al-Mani‟ sendiri emas, perak, dan uang kertas 
dipandang sebagai uang jika masyarakat menerimanya sebagai uang atau alat 
pertukaran dan diterima secara umum, namun pada kenyataannya bahwa 
banyak masyarakat membeli emas batangan itu tujuannya adalah untuk 
kegiatan investasi, sedangkan hal tersebut berarti secara tidak langsung, emas 
tersebut dipandang dan digunakan oleh masyarakat sebagai media penyimpan 
nilai yang juga termasuk pada fungsi dari uang itu sendiri sebagai alat tukar.
16
 
Dan mengingat kembali di bab dua menurut Imam Malik mengenai 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika menggunakan maṣlaḥah 
mursalah sebagai metode istinbaṭh hukum agar terhindar dari hawa nafsu yang 
pertama ialah harus bersifat reasonable atau masuk akal, esensinya harus 
masuk akal jika hal tersebut dikemukakan kepada orang-orang yang berakal 
sehat maka ia akan menerima tanpa ragu, sementara dalam fatwa ini semenjak 
dikeluarkan banyak sekali ulama yang meragukan dan melemahkan fatwa 
terkait jual beli emas secara tidak tunai ini.
17
  
Dan jika dilihat, bahwa terkait jual beli emas dan perak yang merupakan 
jual beli antara barang ribawi dimana jenisnya berbeda namun memiliki„illat 
                                                          
16
Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010..., hlm. 10.   
17
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm. 454.  
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yang sama itu telah terjadi ijma dikalangan ulama seperti yang telah dikatakan 
Erwandi Tarmizi dalam bukunya, dimana Ibnu Hurairah dan Ibnu Juzay 
menyatakan bahwa “...Umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas 
dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram jika dilakukan 
secara tidak tunai...”. Dengan dikeluarkannya fatwa terkait kebolehan jual beli 
emas secara tidak tunai ini, berarti fatwa tersebut bertentangan dengan Ijma‟ 
ulama. Sementara dalam MUI ijma‟ memiliki otoritas yang kuat, bersifat 
absolut dan berlaku universal. Sehingga jika sudah ada ijma‟ maka fatwa yang 
dikeluarkan harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ijma‟ para ulama. 
       Setelah mengetahui kelemahan atas fatwa tersebut, disini penulis lebih 
cenderung sepakat dengan pendapat Erwandi Tarmizi dan mayoritas ulama 
lainnya yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini tidak 
boleh dilakukan atau dilarang karena mengingat salah satu sebab dilarangnya 
jual beli yang paling kuat dan yang paling banyak terjadi pada zaman sekarang 
adalah riba. Sehingga dalam memperjualbelikan emas harus dilakukan secara 
tunai agar terhindar dari riba yang merupakan ibunya dosa. 
       Walaupun emas dan perak sudah dibentuk menjadi perhiasan dan emas 
atau perak tersebut sudah tidak dijadikan alat tukar di Indonesia. Namun, sifat 
emas sebagai barang ribawi tidak bisa dihilangkan pada emas atau perak itu 
sendiri. Adanya unsur buatan manusia yang merubah emas atau perak menjadi 
perhiasan menyebabkan boleh ada kelebihan dalam mempertukarkannya, 
namun dilarang atau tidak boleh melakukan penangguhan, karena tidak 
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mungkin menghilangkan sifat riba yang ada dalam emas hanya karena emas 
tersebut sudah diberi sentuhan manusia. 
       Terkait permasalahan mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini 
merupakan masalah ijtihadiyyah atau bisa disebut terjadi khilaf dikalangan 
ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Apabila seorang 
mujtahid yang melakukan ijtihad dalam sebuah masalah yang ijtihadiyyah, 
kemudian  ia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut, lalu setelah itu terdapat 
pendapat yang dipandang lebih kuat kemudian ia memilih pendapat yang lebih 
kuat tersebut, maka sesuai kaidah fikih bahwa “sebuah ijtihad tidak bisa 
dibatalkan oleh ijtihad lain” artinya ijtihadnya yang kedua yang dipandang 
lebih kuat tidak bisa membatalkan ijtihad yang sebelumnya, karena karena 
akan menyebabkan tidak adanya hukum yang tetap dan akan berakibat pada 
adanya hukum yang menggantung karena masih ada kemungkinan dibatalkan 
dengan ijtihad yang baru.  
       Emas sendiri merupakan salah satu barang komoditi yang menjadi 
primadona dari jaman dahulu hingga sekarang karena harganya yang selalu 
naik bahkan hampir tidak pernah turun, terutama pada emas yang berbentuk 
batangan, karena keistimewaan tersebut membuat masyarakat Indonesia 
banyak yang menggunakan emas sebagai media penyimpan nilai untuk 
kebutuhan yang mendesak ataupun yang akan datang. Emas sendiri merupakan 
barang yang diistimewakan dalam Islam yang termasuk pada salah satu barang 
ribawi, sehingga sangat rawan menyebabkan riba jika digunakan dalam 
kegiatan transaksi. Karena masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi  
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keuangannya untuk membeli emas secara tunai, membuat masyarakat banyak 
yang melakukan jual beli emas secara tidak tunai.  
       Fatwa tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai ini dirasa sangat 
perlu dilakukan kajian ulang yang mendalam, berulang-ulang, komprehensif 
dan teliti. Karena saat ini emas merupakan komoditi yang banyak digandrungi 
oleh masyarakat untuk berinvestasi. Mengingat masyarakat Indonesia 
mayoritas beragama Islam dan dalam Islam riba itu sendiri adalah merupakan 
ibunya dari dosa, sebagaimana Allah telah menyatakan dalam firman-Nya Al-
Baqarah ayat 275 bahwa orang yang yang melakukan riba berdirinya seperti 
kemasukan setan, dan para ulama telah sepakat bahwa riba itu haram. 
       Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa pembahasan tentang riba termasuk 
pembahasan yang paling rumit bagi kebanyakan ulama.
18
 Walaupun terlihat 
sederhana, namun amatlah perlu untuk ulama berhati-hati dalam menghukumi 
suatu perkara yang berhubungan dengan enam barang ribawi yaitu emas, perak, 
gandum putih, gandum merah, kurma dan garam.  
 
        
  
                                                          
18Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu 
Katsir:Jilid I, terj. Abssdul Ghoffar, (:Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2012), hlm. 700.   
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BAB V 
 PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
       Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan 
pokok-pokok permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi yang berjudul 
“Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-
MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)”, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu: 
1. Pendapat DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi 
a. Bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara 
tidak tunai Nomor. 77/ DSN-MUI/V/2010 yang menyatakan bahwa Jual 
beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli 
murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi 
alat tukar yang resmi (uang) dengan batasan dan ketentuan yaitu harga 
jual emas tidak diperbolehkan bertambah selama perjanjian walaupun 
ada peranjangan waktu, emas yang dibeli bisa dijadikan barang jaminan 
dan emas tersebut tidak boleh menjadi objek akad lain yang 
menyebabkan kepemilikan berpindah. Dalam menetapkan hukum DSN-
MUI menggunakan dalil istinbaṭh hukum maṣlaḥah mursalah. Ini terlihat 
pada dalil yang digunakan DSN-MUI sebagai pertimbangannya dalam 
membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu bahwa praktek jual 
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beli emas secara tidak tunai ini sangat dibutuhkan oleh umat dan apabila 
tidak diperbolehkan maka kemaslahatan manusia akan terganggu 
b. Bahwa dalam bukunya “Harta Haram Muamalat Kontemporer” Erwandi 
menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai tidak boleh 
dilakukan. Menurutnya pendapat yang digunakan sebagai dasar dalam 
fatwa tersebut merupakan pendapat yang lemah sehingga kurang tepat 
bila digunakan dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. 
Erwandi Tarmizi dalam mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai 
menggunakan dalil istinbaṭh hukum sadd aż- żarīah ini terlihat pada 
konsep harta haram muamalat kontemporer yang ia miliki dan 
argumennya yang menyebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-
MUI bisa berakibat pada terbukanya praktek riba jahiliyah dimasyarakat. 
2. Pendapat yang lebih kuat 
       Bahwa jika dilihat dari segi tarjih, DSN-MUI selain memilih pendapat 
yang sesuai dengan perkembangan jaman juga harus memilih pendapat yang 
paling kuat dalilnya. Sementara dalam fatwa jual beli emas secara tidak 
tunai ini, sependapat dengan Erwandi Tarmizi bahwa DSN-MUI 
menggunakan pendapat yang lemah dan bertentangan dengan apa yang telah 
di-nash-kan. Sehinga penulis lebih cenderung sepakat dengan pendapat 
Erwandi Tarmizi dan mayoritas ulama lainnya yang menyatakan bahwa jual 
beli emas secara tidak tunai ini tidak boleh dilakukan atau dilarang. Di sisi 
lain walaupun emas dan perak sudah dibentuk menjadi perhiasan dan emas 
atau perak tersebut sudah tidak dijadikan alat tukar di Indonesia. Sifat emas 
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sebagai barang ribawi tidak bisa dihilangkan pada emas atau perak itu 
sendiri. Adanya unsur buatan manusia yang merubah emas atau perak 
menjadi perhiasan menyebabkan diperbolehkan ada kelebihan dalam 
mempertukarkannya tetapi dilarang atau tidak boleh terjadi penangguhan 
dalam mempertukarkannya, karena tidak mungkin menghilangkan sifat riba 
yang ada dalam emas hanya karena emas tersebut sudah diberi sentuhan 
manusia. 
 
B. Saran  
1. Untuk DSN-MUI  
a. Sebaiknya DSN-MUI dalam menetapkan hukum suatu perkara yang 
sifatnya ijtihadiyah hendaknya memilih pendapat yang paling kuat dan 
sesuai dengan pendapat mayoritas ulama sebagai landasan dasarnya. 
Sehingga fatwa tersebut memiliki kekuatan dan dapat diterima 
dimasyarakat pada umumnya. 
b. Sebaiknya DSN-MUI mencari, meminta hingga menemukan data yang 
lengkap mengenai perkara yang ingin difatwakan tidak hanya kepada 
peminta fatwa tetapi juga kepada masyarakat. 
c. Sebaiknya pada saat musyawarah pleno berlangsung peminta fatwa dan 
pelaksana fatwa hendaknya diminta untuk tidak hadir, agar DSN-MUI 
terhindar dan terlepas dari pengaruh peminta fatwa. Sehingga fatwa bisa 
terhindar dari nafsu. 
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2. Bank Syariah 
       Jika perbankan syariah ingin menggunakan emas sebagai objek dalam 
produknya, hendaknya dilakukan dengan sistem tabungan, dimana nasabah 
datang ke bank untuk menabung emas, lalu setelah tabungan itu cukup 
untuk membeli emas yang diinginkan, emas tersebut bisa dibelikan oleh 
bank dengan sistem murabahah dimana pihak bank menerangkan harga asli 
dan keuntungannya, sehingga emas tersebut dapat diserahterimakan secara 
langsung kepada nasabah sehingga terhindar dari adanya riba. 
3. Masyarakat  
a. Sebaiknya masyarakat harus peka terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan 
oleh DSN-MUI apalagi perkara yang sifatnya baru, karena banyak sekali 
masyarakat yang masih belum mengetahui fatwa-fatwa yang dikeluarkan 
DSN-MUI. 
b. Sebagai masyarakat yang modern, sebaiknya kita tidak hanya langsung 
menerima fatwa begitu saja, tetapi juga kita harus mengetahui istidlal 
yang menjadi dasar dalam mengeluarkan fatwa.  
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        Dewi Nurdiana 
Mengingat : 
1. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275 
2. Hadis Nabi SAW, antara lain: 
a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-
Khudri:Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan 
(antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Hibban). 
b. Hadis Nabi  riwayat  Muslim,  Abu  Daud,  Tirmizi,  Nasa'i dan 
Ibn Majah, dengan teks Muslim dari „Ubada bin Shamit, Nabi s.a.w. 
bersabda: 
 “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan 
garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika 
jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” 
c. Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan 
Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda: 
“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara 
tunai.” 
d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa‟id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 
“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan 
janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah 
menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah 
menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual 
emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.” 
e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara‟ bin „Azib dan Zaid bin Arqam: 
“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang 
(tidak tunai).” 
3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; 
a. Kaidah Ushul: 
 “Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‟illat.” (‟Ali 
Ahmad al-Nadawiy, Mawsu‟ah al-Qawa‟id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah 
al-Hakimah li-al-Mu‟amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy, Riyadh: Dar 
‟Alam al-Ma‟rifah, 1999; J. 1, h. 395). 
b. Kaidah Fikih: 
“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.” (Jalal al-
Din „Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-Asybah wa al-Nazha‟ir fi Qawa‟id wa 
Furu‟ al-Syafi‟iyah, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221). 
c. Kaidah Fikih : 
“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat 
tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti 
mata uang dalam muamalat…”. (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa‟ al-
Furuq, j. 2, h. 228) 
d. Kaidah Fikih 
“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang 
didasarkan pada suatu „urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) 
menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, 
jika adat berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-
Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68) 
e. Kaidah Fikih 
“Pada dasarnya, segala bentuk mu‟amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.” 
 
